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ABSTRAK 

Penelitianiniberjudul” ‘Iddah Wanita Karena Khulu’ dalam Pasal 155 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

 

Khulu’ dimaksud untuk mencegah kewenang-wenangan suami dengan hak 

talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak yang sama 

untuk mengakhiri perkawinan, bahkan khuluk dapat dimintakkan isteri kepada 

suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya 

walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya, 

karena dapat membuat isteri menjadi nusyuz kepada suaminya. Hak yang sama 

juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya. 

Penelitian dilakukan secara library research, yaitu melakukan penelitian 

kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang ada kaitannya. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri :Sumber  primer Yaitu 

Kompilasi Hukum Islam, skunder dan tersier. 

 

Hasil penelitiannya adalah.Wanita yang putus perkawinan karena khulu' 

maka ia harus menjalani masa iddah. Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) ketentuan masaiddah bagi wanita yang putus perkawinan karena khulu', 

fasakh dan li'an berlaku iddah talak. Berdasarkan pasal 155 tersebut, ketentuan 

waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu’ maka merujuk 

pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 

(tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang 

tidak haid ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari.  

Ketentuan masa iddah bagi wanita yang putus hubungan karena khulu’ 

menurut sebagian ulama terutama golongan Hanabilah mengatakan bahwa iddah 

nya khulu’ adalah satu kali haidalasannya adalah dari kasus Tsabit bin Qais, Dari 

hadits tersebut menejelaskan bahwa iddahnya perempuan yang mengajukan 

khulu’ adalah satu kali haid. Pendapat satu kali haid itu diikuti oleh Utsman bin 

Affan dari Ibnu Abbas, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak bin Rahawaih, guru 

Imam Bukhari. Ibnu Qayyim berkata: Iddah wanita yang mengajukan Khulu' satu 

kali haid, ini lebih mendekati kepada maksud syara. Karena Iddah itu dijadikan 

tiga kali haid dengan maksud untuk memperpanjang kesempatan untuk rujuk, 

sehingga si suami dapat merujuknya selama masa Iddah tadi. Apabila sudah tidak 

ada kesempatan untuk rujuk, maka maksudnya adalah untuk membersihkan rahim 

saja (bara'atur rahm) dari kehamilan, dan hal itu cukup dengan satu kali haid saja. 

Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengatakan khulu’ iddah nya adalah satu kali haid. 
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ABSTRACT 

This research is entitled “Iddah of Women Due to Khulu' in Article 155 of the 

Compilation of Islamic Law (KHI)” 

khuluk to her husband due to the loss of feelings of love from the wife to her 

husband even though the husband does not do anything wrong. hurt his wife, because 

it can make the wife become nusyuz to her husband. The husband can also have the 

same rights over his wife.The research was carried out by library research, namely 

conducting library research by examining various related literature. Sources of data 

used in this study are: Primary sources, secondary sources and tertiary sources. 

Primary data taken in the compilation of Islamic law (KHI). 

The results of the research are. If a woman breaks up because of khul', she 

must undergo a period of iddah. According to Article 155 of the Compilation of 

Islamic Law (KHI) the provisions for the period of iddah for women who break up 

their marriage due to khulu', fascikh and li'an apply iddahtalak. Based on the article 

155, the provisions for the iddah time for widows who break up their marriages 

because of khul' refer to Article 153 paragraph (2) letter b, namely for widows who 

are still menstruating 3 (three) times sacred or at least 90 (ninety) times. days, and for 

those who do not menstruate for 90 (ninety) days. 

According to some scholars, especially the Hanabilah group, the iddah period 

for women who break up due to khulu' is one period, the reason is from the case of 

Thabit bin Qais. . The opinion of one menstrual period was followed by Uthman bin 

Affan from Ibn Abbas, Imam Ahmad bin Hanbal and Ishak bin Rahawaih, Imam 

Bukhari's teacher. IbnQayyim said: The Iddah of a woman who proposes Khulu 'one 

menstruation, this is closer to the meaning of syara. Because the Iddah is made into 

three menstrual periods with the intention of prolonging the opportunity for 

reconciliation, so that the husband can refer it during the Iddah period. If there is no 

opportunity for reconciliation, then the intention is to clean the uterus only 

(bara'aturrahm) from pregnancy, and that is enough with only one menstruation. In 

this case, IbnQayyim said that his khulu 'iddah is one menstruation. 
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 ملخّص

 .”من مجمع الشريعت الإسلاميت 511عذة المرأة بسبب الخلع في المادة ْزا انجؾش ثعُٕاٌ "

انُغبء انًطهمبد يٍ أصٔاعٍٓ ثأي شكم يٍ الأشكبل ، يطهمبد أٔ يطهمخ ، ؽبيم أو لا ، يب صنٍ 

لا ، ٌغت عهٍٍٓ عًٍعبً فزشح انعذح. ٔثبنًضم ، فإٌ انًشأح انزً رُفصم ثغجت انخهع ؽبئضبد أو 

ٌطُهت يُٓب أٌ رًش ثفزشح انعذح. انخهع ْٕ يُؼ انًشأح ؽمٕلب يزغبٌٔخ فً الاَفصبل عٍ سثبط 

انضٔاط ، ٔانزً رعزجش ثلا فبئذح ثإعطبء رعٌٕط أٔ عٕض لأصٔاعٍٓ ، يمبثم ؽك انطلاق 

ٌمصذ ثبنخهع يُع عهطخ انضٔط ثؾك انطلاق ، ٔرٕعٍخ انضٔط ثأٌ نهضٔعخ انًًُٕػ نهشعم. ٔ

أٌضب َفظ انؾك فً إَٓبء انضٔاط ، ؽزى ًٌكٍ نهضٔعخ أٌ رطهت انخهع نضٔعٓب ثغجت فمذاٌ 

انًشبعش. انؾت يٍ انضٔعخ نضٔعٓب يع أٌ انضٔط لا ٌفعم شٍئبً ٌغًء إنى صٔعزّ ، لأٌ رنك لذ 

 ًب ًٌكٍ نهضٔط أٌ ٌزًزع ثُفظ انؾمٕق عهى صٔعزّ.ٌغعم انضٔعخ رُضعظ نضٔعٓب. ك

رى إعشاء انجؾش يٍ خلال انجؾش فً انًكزجبد ، أي إعشاء انجؾٕس انًكزجٍخ يٍ خلال فؾص 

الأدثٍبد انًخزهفخ راد انصهخ. رزكٌٕ يصبدس انجٍبَبد انًغزخذيخ فً ْزِ انذساعخ يٍ: انًصبدس 

َبد الأٔنٍخ انًأخٕرح فً رغًٍع انششٌعخ الإعلايٍخ الأٔنٍخ ، انًصبدس انضبٌَٕخ ٔانضبنضٍخ. انجٍب

(KHI). 

يٍ يغًع انششٌعخ  511َزبئظ انجؾش. إرا أطهمذ انًشأح ثغجت انخهع ٔعت عهٍٓب عذح. ٔفمبً نهًبدح 

( ، رطجك أؽكبو يذح انعذح ثبنُغجخ نهًشأح انزً رفكك صٔاعٓب ثغجت انخهع KHIالإعلايٍخ )

، فإٌ أؽكبو ٔلذ انعذح نلأسايم انلارً فغخٍ صٔاعٍٓ  511انًبدح  ٔانفبشً ٔانهٍبٌ. ٔاعزُبداً إنى

( ؽشف ة ، أي نلأسايم انلائً يب صنٍ فً فزشح 2فمشح ) 511ثغجت انخهع رشٍش إنى انًبدح 

)رغعٍٍ(  09)رغعٌٕ( يشح. ٌٕيب ، ٔنًٍ لا رؾٍط  09انؾٍط صلاس يشاد أٔ عهى الألم. 

 ٌٕيب.

عخ انؾُبثهخ ، فإٌ يذح انعذح عُذ انًشأح انًُفصهخ ثغجت انخهع ٔعُذ ثعط انعهًبء ، ٔلا عًٍب عًب

فزشح ٔاؽذح ، ٔانغجت يٍ ؽبنخ صبثذ ثٍ لٍظ. ٔعبء لٕل انؾٍط عضًبٌ ثٍ عفبٌ عٍ اثٍ عجبط 

ٌَّ عِذح انًشأح  ٔالإيبو أؽًذ ثٍ ؽُجم ٔيعهى الإيبو انجخبسي إعؾبق ثٍ سْبٌٔخ. لبل اثٍ انمٍى: إ

ٍضًب ، ْٔزا ألشة إنى يعُى عٍشح. لأٌ انعذح رمغى إنى صلاس ؽٍضبد ثمصذ انزً رخَْزجَئُِ خَهْعَ ؽَ 

إطبنخ فشصخ انصهؼ ، نٍمٕو انضٔط ثإؽبنزٓب فً انعذح. فإٌ نى رزٕافش فشصخ انصهؼ ، فبنُٕي رُمٍخ 

انشؽى فمظ يٍ انؾًم ، ٌٔكفً رنك ثؾٍط ٔاؽذ. ٔفً ْزِ انؾبل ، لبل اثٍ انمٍى: أٌ خهع عذرّ 

 ؽٍط ٔاؽذ.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan Allah Swt dengan jenis yang berbeda namun 

berpasangan, dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. 

Dan dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui 

perkawinan. Firman Allah Swt: 

  َٚ سٗ  دَّ َٛ َِّ ًَ ر١َٕۡىَُُ  ؿَعَ َٚ حْ ا١ٌَِۡٙخَ  ٓٛ ؿٗخ ٌِّظغَۡىُُٕ ََٰٚ ُۡ أصَۡ ٓۡ أَٔفغُِىُ ِِّ ْۡ خٍَكََ ٌىَُُ  ِٗٓۦ أَ ظِ ٓۡ ءَح٠ََٰ ِِ ٌهَِ َٚ َّْ فِٟ رََٰ  اِ
ش ًۚ َّ سَكۡ

 َْ َٖ ٠ظَفَىََّشُٚ ۡٛ ضٖ ٌِّمَ  ل٠ََََٰٓ

 

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum:30: 21)
1
. 

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan 

wanita sebagaimana yang disyari‟atkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan 

yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang 

bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih dan damai diantara masing-

masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang  

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut: 

                                                           
1
Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur‟an, al-Qur‟an dan terjemahnya, (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2006), Cet. ke- 1. hlm. 324  
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“ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2
”. 

Setiap orang ingin memiliki pernikahan yang harmonis, tanpa ada 

perceraian.Namun tidak bisa di pungkiri pula bahwa hal itu sangat sulit untuk di 

hindari bagisebagian orang. Dalam membina rumah tangga itu memang bukan 

perkara mudahpasti selalu ditemukan masalah, namun cara menyelesaikannya 

lebih bijak dalammengambil tindakan. 

Pernikahan itu tidak bisa terlepas permasalahan-permasalahan baik itu dari 

yang kecil sampai besar. Tapi hal inilah yang membuat setiap orang menjadi 

dengankonflik rumah tangga, sehingga tidak diperbolehkan orang yang ingin 

menikah namunbelum siap rohani dan jasmani. Karena dikhawatirkan bisa 

berdampak negatif bagikelangsungan rumah tangga seperti, kekerasan dalam 

rumah tangga dan bahkanberujung ke perceraian. Ini memang bukan hal yang 

gampang untuk dilakukan bagiorang yang belum siap untuk malaksanakan 

kewajiban ketika mempunyai rumahtangga. 

Perceraian merupakan akhir dari hubungan pernikahan, nafkah lahir dan 

batin.Dikarenakan ikrar yang dulu di ucapkan sewaktu berlangsungnya akad 

pernikahan,telah di cabut oleh putusan hakim didalam persidangan. Sehingga 

pada saat itu pula semua kebiasaan yang pernah dilakukan selama pernikahan, 

tidak bisa dilaksanakanseperti dulu lagi.Perceraian merupakan pilihan hukum 

antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan 

                                                           
2
Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan 

Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 

Ed. I,  hlm. 329. 
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perbedaan yang timbul antara keduanya. Hukum asal dari talak atau perceraian 

adalah makruh, para Ulama berbeda pendapat tentang hukum talak, pendapat yang 

lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya
3
. Dalam 

Undang-Undang perkawinan terdapat (3) tiga hal yang menjadikan putusnya 

perkawinan yaitu: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.
4
 Bagi 

mantan istri yang akan menikah lagi hendaknya menunggu hingga masa iddah 

nya berakhir.  

Konsekuensi yang pertama kali muncul akibat terjadinya perceraian adalah 

masa iddah, \bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa 

mengandung pengertian hari-hari haid atau har-hari suci pada wanita. Sedangkan 

secara istilah „iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita bagi wanita 

untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik 

cerai hidup ataupun  cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan 

rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.
5
 Ulama mendefinisikan „iddah sebagai 

nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau 

diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa iddah itu dilarang untuk 

dinikahkan.
6
 

 

                                                           
3
Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama,1993), cet, ke- II. hlm.5. 

4
UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38.  

5
AhmadAzhhar Basyir, Hukum perkawinan Islam, cet, ke- 9, (Yogyakarta: UII Press, 

1999), hlm 10 
6
Abd al-Rahman al- Jaziri, Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba‟ah (Beirut, Dar al-Fikr 

1972), hlm. 395  
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Menurut Taqi al- Din „iddah yaitu masa menanti yang diwajibkan atas 

perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.
7
 Sayyid Sabiq 

mengemukakan bahwa iddah dalam masalah agama menjadi nama bagi masa 

lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat 

suaminya atau setelah pisah dari suaminya.
8
 

Islam telah menjelaskan iddah itu merupakan nama untuk masa bagi 

perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya 

suami atau berpisah dengannya.
9
 Menurut terminologi syariah berarti masa 

penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau 

berpisah (bercerai) dari suaminya. 

Iddah secara bahasa berasal dari kata “adda” yang berarti menghitung. 

Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita 

yang baru di cerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan 

orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut.
10

 

Perempuan yang bercerai dari suaminya  dalam bentuk apapun cerai hidup 

atapun cerai mati, sedang hamil ataupun tidak, masih haid ataupun tidak 

semuanya wajib menjalani masa iddah. Demikian pula bagi perempuan yang 

putus perkawinan karena khuluk juga wajib menjalani masa „iddah. Khulu‟adalah 

pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan 

perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak 

talak yang diberikan kepada laki-laki. Khulu‟ dimaksudkan untuk mencegah 

                                                           
7
Taqi al- Din, Kifayah al-Akhyar ( Beirut, Dar al- Kutub al- „Ilmiyyah,1973), cet ke- II, 

hlm. 124 
8
Al-Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Kairo:Maktah Dar al- Turas,1970), hlm. 314 

9
Ali Yusub As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta : Amzahjl.sawo raya,2010), hlm.348 

10
Tim Penyusun al-Manar, Fiqh Nikah, (Bandung : Citra Media, 2008) hlm. 147 



5 
 

 
 

kewenang-wenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa 

isteri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan, bahkan 

khuluk dapat dimintakkan isteri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan 

cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu 

perbuatan yang menyakiti isterinya, karena dapat membuat isteri menjadi nusyuz 

kepada suaminya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya, 

yaitu manakala suami tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya 

dengan menjatuhkan talak.
11

 

Khulu‟ dinamakan juga tebusan, karena isteri menebus dirinya dari 

suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, 

khulu‟ menurut istilah syara‟ adalah perceraian yang diminta oleh isteri dari 

suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya isteri 

memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.
12

 

Khulu‟ disyari‟atkan dalam syari‟at Islam berdasarkan firman Allah SWT 

QS: Al- Baqarah: 2:229  

خٓ ءَح َّّ ِِ ُۡ أَْ طؤَۡخُزُٚحْ  ًُّ ٌىَُ لََ ٠لَِ َٚ  ٖٖۗٓ  ربِكِۡغََٰ
ٚۡ طغَۡش٠ِقُُۢ عۡشُٚفٍ أَ َّ  رِ

غَخنُُۢ ِۡ ِ ِِْۖ فبَ طخَ شَّ َِ كُ 
ََٰ َّٓ ٱٌطٍَّ ُ٘ٛ ُّ ط١َۡظُ

 ٟۡ ُۡ أَ شَ ْۡ خِفۡظُ ِ ِِۖ فبَ خ كُذُٚدَ ٱللَّّ َّ ٓ أَْ ٠خََخفخَٓ ألَََّ ٠م١ُِ ح الََِّ  ٔ خ ٔ  َّ خ ف١ِ َّ ِٙ ِ فلَََ ؿُٕخَفَ ع١ٍََۡ خ كُذُٚدَ ٱللَّّ َّ لََّ ٠م١ُِ

 َْ ٛ ُّ ٍِ
ُُ ٱٌظََّٰ جهَِ ُ٘

ٓ ٌََٰ ْٚ ُ ِ فؤَ ٓ ٠ظَعََذَّ كُذُٚدَ ٱللَّّ َِ َٚ  
ِ فلَََ طعَۡظذَُٚ٘خًَۚ هَ كُذُٚدُ ٱللَّّ ٍۡ ِٖٗۦۗ طِ    ٱفۡظذََصۡ رِ

 

 

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak 

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu 

berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa 

keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, 

Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 

                                                           
11

Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam, (Jakarta:UI 

Press,1986), hlm. 122.  
12

Ibid.,hlm.127 
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isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 

janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-

hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.
13

 

 

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' 

yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh. 

Sabda Rasulullah SAW dalam hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu „anhuma 

 

ؿخءص اِشأس ػخرض رٓ ل١ش رٓ شّخط حٌٝ حٌٕزٝ صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚعٍُ فمخٌض ٠خ سعٛي 

 حٔٝ حخخف حٌىفش فمخي سعٛي الله صٍٝ الله ع١ٍٗ الله ِخ أٔمُ عٍٝ ػخرض فٟ د٠ٓ ٚلَ خٍك حلَ

ٚعٍُ فظشد٠ٓ ع١ٍٗ كذ٠مظٗ فمخٌض ٔعُ فشدص ع١ٍٗ ٚأِشٖ ففشلٙخ.
14

 

Artinya: “Isteri Tsabit bin Qais bim Syammas mendatangi Nabi SAW seraya 

berkata:” Wahai Rasulullah aku tidak membencu Tsabit dalam Agama 

dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur “. Maka Rasululla SAW bersabda: 

”Maukah kamu mengembalikannya kebun”. Ia menjawab “Ya”, maka ia 

mengembaliakan kepadanya dan Rasulullah SAW memerintahkannya, 

dan Tsabitpun menceraikannya”. 

 

Hadits di atas menunjukkan bahwa khulu‟ diperbolehkan  apabila seorang 

wanita sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak 

dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-

batasan Allah SWT dalam ketaatan kepadanya.Adanya hak khulu‟ bagi wanita, 

dalam artian isteri bisa menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi 

atau iwadh kepada suami, isteri bisa memiliki dirinya sendiri, dalam artian bebas 

                                                           
13

Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Al-Waah1994), hlm.55 
14

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini‟ Ibnu Majah, Sunnah Ibnu Majah,tt, 

hlm .663. 
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dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya perceraian itu dimiliki oleh 

suami.
15

 

Bagi seorang janda yang putus perkawinan karena khulu‟ maka ia harus 

menjalani masa iddah. Masalah yang muncul  adalah  berapa lama seorang janda 

yang putus perkawinan karena  khulu'  harus menjalani masa iddah. Menurut pasal 

155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu „iddah bagi perempuan yang putus 

perkawinan karena khulu‟ berlaku „iddah talak. Dari bunyi pasal tersebut 

menunjukkan bahwa bagi janda yang masih kedatangan haid masa„iddahnya 

adalah tiga kali haid.
16

 

Masa„iddah dalam pasal 155 KHI tersebut berbeda dengan pendapat 

sebagian ulama yang menyatakan bahwa „iddah wanita yang bercerai dengan 

suaminya dengan cara khulu‟ adalah satu kali haid.
17

 Dasar hukumnya adalah 

hadits riwayat al-Nasai dalam kasus Tsabit bin Qais yang isinya Nabi saw 

memerintahkan isteri Tsabit bin Qais yang mengajukan khulu‟ untuk „iddah satu 

kali haid. ber„Iddah satu kali haid tersebut pendapat yang dipegang oleh Utsman, 

Ibnu Abbas, dan pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad dan pendapat Ishak bin 

Rahawaihi.  

 

 

                                                           
15

Ibid, hlm. 665 
16

Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 

122 
17

Ibid,hlm 123 
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عٓ حرٓ عزخط حْ حِشأس ػخرض رٓ ل١ظ حخظٍعض ِٓ صٚؿٙخ, فخِش٘خ حٌٕزٟ صٍٝ الله 

.خرٛ دحٚد()سٚح٘ع١ٍٗ ٚعٍُ حْ طعظذ رل١ضش
18

 

Artinya :"Dari Ibnu Abbas bahwasanya Istri Tsabit Bin Qais menebus dirinya 

dari suaminya kemudian Nabi SAW menyuruhnya supaya beriddah sekali 

haidh”. (HR. Abu Daud) 

Perdapat ini juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh At-

Tirmidzi: 

كذػٕخ ِلّٛد رٓ غ١لَْ: أٔزؤٔخ حٌفضً رٓ ِٛعٝ، عٓ عف١خْ: حٔزؤٔخ ِلّذ رٓ عزذ حٌشكّٓ 

خس عٓ حٌشر١ع رٕض ِعٛر رٓ عفشحء: أ٠ٙخ حخظٍعض عٍٝ ٚ٘ٛ ٌِٛٝ حي طٍلٗ عٓ ع١ٍّخْ رٓ ٠غ

عٙذ حٌٕزٝ صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚعخَ: فؤِش٘خ حٌٕزٟ صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚعٍُ أٚ أِشص حْ طعظذ 

.حرٛ ٚحٌظشِزٞ()رل١ضش
19

 

Artinya: Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Al Fadhlbin Musa 

memberitahukan kepada kami dari Sufyan, Muhammad  bin 

Abdurrahman, budak .keluarga thalhah memberitahukan kepada kami 

dari Sulaiman bin Yasar, dari Ar-Rubayyi‟ binti Mu‟awwidz bin Af‟ra‟ “ 

ia mengajukan gugatan cerai pada masa Rasulullah SAW, maka Nabi 

memerintahkannya atau diperintah (rawi ragu) melakukan iddah satu 

kali haid (suci).(HR. Abu At-tirmidzi). 

Dari hadits di atas menyebutkan bahwa Habibah binti Sahl isteri Tsabit Bin 

Qais menghadap ke nabi untuk meminta perceraiannya. Tsabit adalah seorang 

suami yang dari segi rupa dan fisik memang tidak menawan, tapi sungguh 

Habibah tidak pernah mencela ahlak dan agamanya. Tsabit adalah seorang lelaki 

yang paling hitam kulitnya, pendek tubuhnya dan paling jelek wajahnya. Tidak 

ada satu kebagusan dari dirinya, tapi aku pun tidak mengingkari kebagusan 

                                                           
18

Abu daud  Sulaiman bin Al- Sanjastani, Sunan Abu Daud (Riyad, Maktabah Ma‟arif, 

tt),hlm. 338 
19

Imam al- Hafidz abi bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, Shahih al- 

Titmidzi, (Bairut Libanon: Darl al-Kitab al- „Amaliyah,tt), hlm. 127  
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ahlaknya, begitu kalimat yang dilontarkan Habibah dihadapan sang nabi.  

Aku takut kufur jika tak bercerai darinya. Aku takut terus menerus bermaksiat 

padanya karena ketidaktaatanku pada suami yang akan membuatku menyalahi 

perintah Allah. Alasan Habibah lebih kepada dirinya sendiri yang khawatir kufur 

pada Allah atas kondisisuaminya. Ada hal lebih besar yang ia takutkan, ketika 

tidak bercerai dari suaminya, yaitu kufur pada nikmat Allah dan durhaka pada 

suami.Habibah memilih untuk bertakwa kepada Allah dengan meminta cerai dari 

suami yang sulit diterima oleh perasaannya.
20

 

Dalam hadits diatas menyebutkan bahwa wanita yang mengkhulu‟ suaminya 

masa iddahnya adalah satu kali haid, lantas  apabila menerima pinangan orang 

lain setelah satu kali haid maka tidak dipermasahkan.
21

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun merasa perlu mengkaji lebih 

lanjut tentang ketentuan „iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khuluk 

dengan judul:„Iddah Wanita Karena Khulu’ Dalam Pasal 155 Kompilasi 

Hukum Islam. 

B. Pengertian Istilah 

Sesuai dengan judul yang penelitian yaitu “‟Iddah Wanita Kaerna Khulu‟ 

dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-

Syari‟ah  maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. „Iddah 

„Iddah adalah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang 

perempuan yang diceraikan oleh suaminya (Cerai hidup atau cerai mati), 

                                                           
20

Al-Asqani Ibnu Hajar, Terjemah Kitab Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah 

FiqihAkhlak (Jakarta: Mizan Pustaka,2010),hlm.220 
21

Ibid., hlm. 221  
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tujuannya guna untuk mengetahui kandungan peremuan itu berisi (hamil 

atau tidak).
22

 

2. Khulu‟ 

Khulu‟ adalah sebagai perceraian atas inisiatif dan permintaan istri yang 

disebabkan beberapa hal yang mendasarinya, agar permintaan itu disetujui 

oleh suami, istri harus mengembalikan mahar yang telah diberikan suami 

waktu melangsungkan akad nikah.
23

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah  

Identifikasi Masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam 

pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. Identifikasi masalah adalah 

problem pengenalan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Ketentuan masa iddah karena khulu‟ menurut kompilasi hukum islam dan 

pendapatulama. 

b. Apa yang menjadi alasan dalam menyamakan „Iddah Khulu‟ dengan „Iddah 

talak pada pasal 155 kompilasi hukum islam. 

2. Pembatasan Masalah 

Supaya pembahasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pokok 

permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan 

masalah ini adalah ketentuan masa iddah karena khuluk menurut Kompilasi 

Hukum Islam dan pendapat ulama dan alasan dalam menyamakan iddah khuluk 

dengan iddah talak pada pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.  

                                                           
22

 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru,2011), hlm. 414 
23

Acmad Khuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995),hlm. 134 
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3. Rumusan Masalah  

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka 

terdapat beberapa hal yang dapat menjadi objek kajian permasalahan dalam 

penelitian ini, antara lain : 

a. Bagaimana ketentuan iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena 

khulu‟dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam dan para Ulama? 

b. Apa yang menjadi alasan dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam 

menyamakan iddah khulu‟ dengan iddah Thala‟?  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun sebagai tujuan penulis pada penelitian berdasarkan Rumusan 

Masalah diatas adalah: 

1. Untuk mengetahui ketentuan iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena 

khulu‟dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam dan para Ulama. 

2. Untuk mengetahui alasan dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam 

menyamakan iddah khulu‟ dengan iddah thala‟. 

E. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Secara operatif, manfaat penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas 

pertanyaan bagaimana ketentuan masa iddah karena khuluk menurut Kompilasi 

Hukum Islam dan pendapat ulama,  untuk mengetahui apa yang menjadi alasan 

dalam menyamakan iddah khuluk dengan iddah thalaq  pada pasal 155 

Kompilasi Hukum Islam. 



12 
 

 
 

2. Secara Administrasi adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat 

memperoleh gelar (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga di Program Pasca 

Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca secara teoritis, 

hasilnya merupakan kontribusi  bagi pengembangan pemikiran dibidang 

keagamaan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (Akhwal al-Sakhsiyyah). 

Sedangkan dalam bidang praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk 

mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.  

F. MetodePenelitian 

Penelitian dilakukan secara library research, yaitu melakukan penelitian 

kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang ada kaitannya dengan inti 

permasalahan, maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah ketentuan masa Iddah  karena khulu‟ menurut 

kompilasi hukum islam dan pendapat ulama.  Apa yang menjadi alasan dalam 

menyamakan iddah khulu‟ dengan iddah talak pada pasal 155 kompilasi 

hukum islam. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri : 

a. Sumber  primer yang diambil dalam Kompilasi Hukum Islam. 

b. Sumber  sekunder yang diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan 

judul penelitian yaitu: Fiqih Sunnah karangan Abu Malik kamal, Fiqih 
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Munakahat karangan Abd Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat karangan 

Sohari Sahrani. Dll. 

c. Tersier yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data 

primer dan data skunder seperti Kamus-Kamus Hukum, Ensiklopedia dll. 

G. Telaah Pustaka 

 

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan dan ada keterkaitan dengan masalah „Iddah penulis menemukan 

beberapa penelitian sebagai berikut:  

1. Adapun tesis yang membahas tentang „Iddah yang disusun oleh Siti Jahrini 

Suila Thahir (2017) yang berjudul Al- Iddah Dalam Al- Qur‟an (Penafsiran Al- 

Khazin dalam kitab lubab al- ta‟wil fi ma‟ani Tanzil) dalam kesimpulannya 

iddah ada beberapa poin dari penafsiran al khazin terhadap ayat- ayat iddah 

yaitu . pertamaiddah wanita hamil sampai melahirkan, keduaiddah bagi wanita  

hamil samapai melahirkan yang ditinggal mati suaminya ataupun karena talak. 

Ketigaperempuan yang di talak sesudah dukhul ada dua ketentuan tiga quru‟ 

dan iddah bagi perempuan yang telah berumur dan anak belum baligh atau 

belum haid, masa iddahnya tiga bulan, adapun iddahnya wanita yang belu 

dukhul maka ia tidak mempunyai kewajiban iddah. Keempat  masa iddah bagi 

budak setengan dari masa iddah perempuan merdeka. 

2. Tesis yang ditulis Ahmad Fakhru Iddah dan Ihdad wanita karier .dalam 

kesimpulannya masa menunggu atau dalam masa iddah dan masa berkabung 

yang disebut dengan ihdad sebuah keharusan bagi perempuan. Akan tetapi 

masalah hal-hal yamh dilarang adalah berkesesuaian dengan bagaimana isteri 
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menjalani kehidupannya. Konsep ini diambil dalam hukum dalam KHI harus 

mengambil pesan dasar agama sehingga masa menunggu dan masa berkabung 

adalah sebuah keharusan akan tetapi larangan yang menyetainya harus 

berkesesuaian dengan keadaan seorang perempuaan itu sendiri .ketentuan 

hukum iddah dan ihdad jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku 

dengan beberapa alasan jika keadaan yang mendesak dan diharuskan untuk 

keluar rumah maka hal ini bisa menjadi sebuah alas an untuk melakukan karier, 

asalkan tetap menjalani iddah dan ihdad tentang larangan menikah sebelum 

habis masa iddah. 

3. Tesis yang  ditulis oleh firdaus berjudul Iddah perempuan hamil karena zina 

dan studi anak dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan 

kompilasi hukum islam. dalam kesimpulannya iddah bagi perempuan zina 

tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka tidak diwajibkan 

untuk beriddah adapun ulama malikiyah  dan hanabilah perempuan yang hamil 

karena zina maka wajib beridah. 

4. Tesis yang ditulis oleh Nurul aidah yang berjudul  Iddah bagi wanita 

Istikhadhah, dalam kesimpulannya adalah pendapat imam malik bahwa iddah 

wanita istikhadhah adalah selama satu tahun. Menurut imam syafi‟i 

hitangannya adalah bulan quru‟ yaitu selama tiga bulan dalam hal ini imam 

malik mengunakan istimbat hukumnya berupa ta‟lili beliau mengqiyaskan 

dengan iddah bagi wanita yang tidak haid sedang ia dalam masih usia haid. 

Sedangkan imam syafi‟i istinbat hukumnya berupa bayani, dikembalikan 

hukum asal wanita yang nasih haid hitungannya dengan quru‟.     
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H. Sistematika Penulisan 

 Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat difahami pembahasan dalam 

penelitian, maka penulis merancang dan memaparkan sistematika penulisannya  

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan, merupakan gambaran umum  

dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan 

penelitian, Manfaat Penelitia, Metode Penelitian, telaah pustaka, dan 

sistematika penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan bab tinjauan umum tentang „Iddah dalam pernikahan 

yang meliputi pengertian „Iddah, dasar hukum „Iddah,macam-macam 

„Iddah, Hak dan Kewajiban Wanita „Iddah, Tinjauan Umum tentang 

Khulu‟ meliputi pengrtian Khulu‟ dan dasarnya, Syarat-syarat Khuluk, 

Pendapat Para Ulama' Tentang Jumlah Masa Iddah Bagi Wanita Yang 

Khulu‟ 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi jenis penelitian, 

pendekatan yang dugunakan, teknik pengumpulan data, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik penulisan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 

tentang ketentuan masa iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena 
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khulu‟ dalam pasal 155 KHI dan Ulama, serta yang menjadi alasan dalam 

menyamakan iddah khulu‟ dengan iddah thalaq dalam pasal 155 

Kompilasi Hukum Islam. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang membahas kesimpulan dari hasil penelitian 

serta saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat setempat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Iddah 

1. Defenisi Iddah 

Iddah dari kata adad yang berarti menghitung. Maksudnya, perempuan 

(istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Iddah dalam istilah agama 

menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh 

kawin setelahkematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.
24

Iddah 

menurut Bahasa  

 ِصذس عّخعٟ ٌعذ رّعٕٝ حكصٟ حٌعذس فٟ حٌٍغش ِؤخٛدس ِٓ حٌعذد

Artinya:  "Iddah menurut bahasa adalah diambil dari kata al-adad yaitu 

mashdar yaitu dari adda, maknanya ahsha (menghitung)”. 

Kata iddah berarti jumlah atau perhitungan. Yakni wanita  menghabiskan 

hari- hari untuk menunggu waktu sesudah berpisah dengan suaminya sehingga ia 

tidak boleh menikah, kecuali setelah berakhirnya hari-hari itu.
25

 

Iddah adalah masa menunggu dimana seorang wanita yang diceraikan 

suaminya. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri 

kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Menurut Fuqaha‟ berarti masa 

menunggu wanita sehingga halal bagi lelaki lain.
26

 

 

                                                           
24

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Terjemah, (Bandung, Al-Ma‟arif,1993), Jilid III,h.223 
25

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqhul Mar‟atil Muslimah, Zaid Husein al Hamid (penerj), 

Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke-3, 1999, hlm. 331 
26

Prof.Dr. Abdul Aziz, Fiqih Munakahat (Jakarta: AMZAH,2009),hlm. 318 
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Dalam kitab fiqih ditemukan definisi iddah itu yang pendek dan sederhana 

diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena 

sederhananya definisi ini ia masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa 

yang ditunggu, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu.
27

 

Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan 

suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Dan iddah ini bisa dengan 

cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui quru‟ atau menurut 

hitungan bulan. Pada saat tersebut sang istri tidak dibolehkan menikah atau 

menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Iddah ini sudah dikenal 

sejak masa jahiliyah dulu. Setelah datangnya syariat Islam, iddah ini tetap diakui 

sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat.
28

 

Disebutkan dalam kitab  Kifayatul Akhyar, sebagaimana dikutip oleh Moh. 

Rifa‟i Iddah adalah masa tertentu untuk menunggu, hingga seorang perempuan 

diketahui kebersihan rahimnya sesudah cerai.
29

 

Diambil dari buku  Fiqh Islam bahwa iddah adalah masa menanti yang 

diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai 

mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.30 

Pengertian iddah secara terminologis para ulama telah merumuskandengan 

berbagai ungkapan antara lain: 

 

                                                           
27

Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 

hlm. 303 
28

Slamet Abidin, Fiqih Munakahat II, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), hlm. 122 
29

Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, Moh Rifa‟I, Moh Zuhri, Salomo (penerj), 

(Semarang, CV, Toha Putra, 1991), hlm. 333 
30

Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, Cet: 29, 1997), 

hlm.414 
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1. Menurut Hanafiyah: 

ش رص ِذ ص ِعٍٛ ِش طٍض َ حٌّش حس رعذ صٚحي حٌٕىخف عٛحءوخْ حٌٕىخف صل١لخ حٚ ط

 رشزلش حرح طخ وذ رخٌذ خٛي حٚ حٌّٛص

Artinya : “Adalah suatu masa yang harus ditempuh oleh seorang istrisetelah 

putus ikatan karena cerai atau ditinggal mati oleh suami yang 

disebabkan olehpernikahannya hubungan secara sungguhan maupun 

subhat,karena khawatir ada pengaruhnya”.
31

 

 

2. Menurut Syafi‟iyah 

حٚ ٌٍظعزذ حٚ ٌظفـعٙخ عٍٝ صٚؽحٌعذس ِذس طظش رص ف١ٙخ حٌّشحس حٌّعش فش رشحس سكّلخ   

Artinya :“Masa yang harus dilalui oleh istri yang ditinggal mati ataudiceraikan 

oleh suaminya untuk mengetahui kesucian rahimnya,mengabdi, atau 

balasengkawa atas kematian suaminya”.
32

 

 

3. Menurut golongan Hanafiyah yang lain 

 حؿً ضشد لَ ٔمضخ ء ِخ رمٟ ِٓ حػخس حٔظخ ف حٚ حٌفش حط 

Artinya:“Adalah suatu masa yang bagi isrti ditentukan dalam 

rangkamembersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan atau hubungan 

seksual”.
33

 

4. Menurut Sayyid Sabiq 

 حعُ ٌٍّذس حٌظٟ طٕظظش ف١ٙخ حٌّشحس طظزع عٓ حٌظض ٠ٚؾ رعذ ٚفخس صٚؿٙخحٌفش حلش ٌٙخ

Artinya:“Iddah adalah nama bagi masa lamanya seorang wanita atau 

istri,menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau 

setelah berpisah dengan suaminya”.
34

 

                                                           
31

Abdur Rahman al-Jaziri, al-Fiqih „Ala Mazahib al- Arba‟ah, (Bairut: Ihya Al-TuratsAl- 

„Arba‟ah, 1996), Juz.VII, hlm. 513 
32

Ibid, hlm. 513 
33

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terjemahan, (Bandung, Al-Ma‟arif, 1993) jilid VIII hlm.140 
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5. Menurut Ahmad Zuhdi mukhlor 

Masa menunggu bagi perempuan yang dicerai dengan suaminya(cerai hidup 

atau cerai mati). Hal ini dimaksudkan antara lain untukmemastikan apakah 

perempuan tersebut telah hamil atau tidak, jikaseorang perempuan diceraikan 

suaminya atau ditinggal mati olehsuaminya,maka perempuan tersebut tidak 

boleh mengadakan akad barukecuali telah habis masa „iddahnya.35 

6. Menurut Asro Sosroatmojo dan Wasit Aulawi 

Adalah tenggang waktu,dimana janda yang bersangkutan tidak bolehkawin 

bahkan dilarang menerima pinangan atau lamaran. Ketentuan masatunggu ini 

dimaksudkan antara lain untuk menentukan nasab dankandungan. Apa bila 

janda itu hamil,juga masa berkabung bila suami yangbersangkutan meninggal 

dunia,dan begitu pula untuk menentukan masarujuk bagi suami,bila talaq itu 

berupa talaq raj‟i.
36

 

Pengertian „iddah yang dikemukakan oleh para 

fuqaha‟diatas,merekadidalam menerangkan temntang „iddah tersebut kebanyakan 

mereka hanyamenitik beratkan kepada tujuan „iddah itu hanya untuk kesucian 

rahimsemata,sedangkan iddah itu bukan untuk kesucian rahim saja,tetapi 

masihbanyak maksud yang lainnya yang perlu dikaji secara cermat,dan 

mendalam. 

Dengan memperhatikan ketentuan „iddah diatas,dapatlah dipahami bahwa 

iddah adalah suatu masa tunggu yang ditetapkan oleh syara‟ bagi seorang wanita 

                                                                                                                                                               
34

bid. hlm. 513 
35

Ahmad Zuhdi Mukhlor ,Memahami Hukum Perkawinan,(Bandung: Mizan,1994),hlm.103 
36

Asro Sosroatmojo,Hukum Perkawinan di Indonesia,(Jakarta;Bulan Bintang,1981), hlm. 

110 
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yang diceraikan suaminya baik cerai hidup atau cerai mati,dalam masa tunggu 

tersebut ia tidak boleh menerima pinangan orang lain atau kawin dengan laki-laki 

lain sebelum habis masa iddahnya. 

2. Dasar Hukum Iddah 

a. Al-Quran 

QS: Al-Baqarah:2: 228 

 َٓ ّۡ َّٓ أَْ ٠ىَۡظُ ٌَُٙ ًُّ لََ ٠لَِ َٚ ءًٖۚ  ٓٚ ؼشََ لشُُ
َّٓ ػٍَََٰ ِٙ َٓ رؤَِٔفغُِ ضُ ٠ظَشََرَّصۡ طٍََّمََٰ ُّ ٌۡ ٱ َّٓ اِْ َٚ ِٙ ِِ ٟٓ أسَۡكَخ ُ فِ خ خٍَكََ ٱللَّّ َِ

لٗ  حْ اصٍََِٰۡ ٓٚ ْۡ أسََحدُ ٌهَِ اِ
َّٓ فِٟ رََٰ ِ٘ َّٓ أكََكُّ رشَِدِّ رعٌُُٛظَُُٙ َٚ َِ ٱلَۡٓخِشًِۚ  ۡٛ َ١ ٌۡ ٱ َٚ  ِ َّٓ رٱِللَّّ ِِ َّٓ ٠ئُۡ ًُ ٱٌَّزِٞ وُ ؼۡ ِِ  َّٓ ٌَُٙ َٚ خًۚ 

َّٓ دَسَؿَ  ِٙ ؿَخيِ ع١ٍََۡ ٌٍِشِّ َٚ عۡشُٚفًِۚ  َّ
ٌۡ َّٓ رٱِ ِٙ ٌُ  ع١ٍََۡ ُ عَض٠ِضٌ كَى١ِ ٱللَّّ َٚ  

ٖۗ  ش 
 
 

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 

Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 

itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita 

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang 

ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
37

 

 

Ayat 228 dalam surat al-Baqarah ini menunjukan bahwa wanita yang 

ditalaq oleh suaminya wajib beriddah tiga kali quru‟. Didalam masa iddah 

tersebut para wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak boleh kawin dengan 

laki-laki lain, karena pada maasa itu bekas suaminya berhak untuk merujukinya 

disamping itu juga apabila pernikahan dilangsungkan oleh wanita tersebut, akan 

berakikat tidak baik bagi wanita dan bekas suami yang kedua sebab ditakutkan 

nantinya akan bercampur keturunan antara suami yang pertama dengan suami 

yang kedua nantinya dan juga akan mengakibatkan kerugian pada anak mereka. 

Karena anak tersebut akan dinasabkan kepada siapa nantinya. 

                                                           
37

Departemen Agama, Al-Qur‟an Dan Terjemahanya, Al-Jumanatul Ali, (Jakarta: CV 

Penerbit J-ART, 2005), hlm. 78.  
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Oleh sebab dengan adanya masa iddah tiga kali quru‟perempuan tersebut 

akan terjamin kebersihan rahimnya dari sisa-sisa perkawinan dengan suami yang 

menceraikannya dan dengan adanya iddah tiga kali quru‟ tersebut akan membawa 

manfaat yang begitu besar kepada perempuan yang ditalak oleh suaminya sebagai 

masa untuk memperbaiki tingkah lakunya dan sebagai masa berpikir bagi suami 

untuk kembali atau bercerai dengan istrinya tersebut. Setelah habis masa iddah 

barulah wanita tersebut boleh melangsungkan perkawinan yang baru. Dalam hal 

kata-kata qulu‟diatas sebagai masa yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang 

diceraikan oleh suaminya. Ulama berbeda pendapat, ada yang menjelaskan 

dengan suci dan ada yang menjelaskannya dengan haid. 

QS: Al-Baqarah:2: 234 

 

عَشۡشٗحِۖ فبَرَِح  َٚ َّٓ أسَۡرعََشَ أشَۡٙشُٖ  ِٙ َٓ رؤَِٔفغُِ ؿٗخ ٠ظَشََرَّصۡ ََٰٚ َْ أصَۡ ٠زََسُٚ َٚ  ُۡ ٕىُ ِِ  َْ ۡٛ فَّ َٛ َٓ ٠ظَُ ٱٌَّز٠ِ َٚ َّٓ َٓ أؿٍَََُٙ رٍَغَۡ

َْ خَز١ِش   ٍُٛ َّ خ طعَۡ َّ ُ رِ ٱللَّّ َٚ عۡشُٚفِٖۗ  َّ
ٌۡ َّٓ رٱِ ِٙ ٟٓ أَٔفغُِ َٓ فِ ٍۡ خ فعََ َّ ُۡ ف١ِ    فلَََ ؿُٕخَفَ ع١ٍََۡىُ

 
 

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan 

isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) 

empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, 

Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat.”
38

 

 

 

 

 

 

 

 

b. As-Sunnah 

 

عٓ حلَ عٛد عٓ عخ ثغٗ لخٌض آِشص رش ٠ش س آْ طعظذ رؼٍغ ك١ض
 

                                                           
38

Ibid., hlm. 79. 
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Artinya:“Diriwayatkan dari Aswad dari Aisyah berkata: Saya telah 

memerintahkan Barirah untuk beriddah tiga kali haid”.
39

 

 

Dari keterangan hadist diatas dapat dipahami dahwa dasar hukum iddah 

disamping diterangkan oleh Allah dalam Al-qur‟an juga diterangkan dalamhadist 

Nabi, ketika wanita yang diceraikan oleh suaminya,baik cerai hidup ataucerai mati 

wajib mereka ber‟iddah setalah terjadi perceraian dengan suaminya dan tidak 

membedakan apakah seorang yang merdeka atau seorang hambasahaya. Dimana 

seorang istri yang bercerai tersebut tetap tinggal dirumahsuaminya, dan tidak 

boleh mereka keluar kecuali untuk hal-hal yang baik-baikdan tidak boleh mereka 

berhias kecuali hanya sekedar untuk kebersihandirinya. Sebab wanita yang ditalak 

suaminya masih dalam tanggungansuaminya. Dan wanita yang kematian 

ssuaminya (cerai mati, tidak boleh lebihdari empat bulan sepulh hari perempuan 

tersebut disuruh tinggal dirumahsuaminya sebagai masa berkabung atas kematian 

suaminya dan setelah habismasa empat bulan sepuluh haritersebut berikanlah hak 

kepada perempuantersebut untuk menentukan dirinya. 

عٓ حرٓ عزخط آْ حٌٕزٝ صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚعٍُ خ١ش رش ٠ش س فخظخس ص ٔفغٙخ ٚحِش٘خ 

حْ طعظذ عذس حٌلشس

 

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Sesungguhnya Nabi Saw menyuruh kepada bariroh 

(seorang budak) memilih, apakah dia tetap dengan suaminya atau 

berpisah, maka Bariroh memilih dirinya (berpisah dengan suaminya) 

                                                           
39

Musnad Ibn Majah Juz III, h. 564, E. Book Maktabah Syamilah 2,11 
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dan Nabi Muhammad Saw menyuruhnya beriddah sama dengan wanita 

merdeka.” 

Nash Al-Quran maupun As-Sunnah diatas merupakan dasar hukum 

penetapan iddah. Berdasarkan nash Al-Quran dan As-Sunnah tersebut maka para 

ulama sepakat (ijma‟) bahwa iddah hukumnya adalah wajib. 

3. Macam-Macam Iddah 

Menurut sabab musababnya, iddah itu terbagi atas beberapa macam, antara 

lain:
40

 

a. Iddah talak. 

Iddah talak artinya iddah yang terjadi karena perceraian, perempuan-

perempuan yang berada dalam iddah talak antara lain sebagai berikut: 

1) Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam haid. 

Iddahnya ialah tiga kali suci atau tiga kali haid, dan dinamakan juga tiga 

kali quru‟. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah :2: 228 : 

  s ِف ُ خ خٍَكََ ٱللَّّ َِ  َٓ ّۡ َّٓ أَْ ٠ىَۡظُ ٌَُٙ ًُّ لََ ٠لَِ َٚ ءًٖۚ  ٓٚ ؼشََ لشُُ
َّٓ ػٍَََٰ ِٙ َٓ رؤَِٔفغُِ ضُ ٠ظَشََرَّصۡ طٍََّمََٰ ُّ ٌۡ ٱ َّٓ اِْ َٚ ِٙ ِِ ٟٓ أسَۡكَخ

رعُُٛ َٚ َِ ٱلَۡٓخِشًِۚ  ۡٛ َ١ ٌۡ ٱ َٚ  ِ َّٓ رٱِللَّّ ِِ َّٓ ٠ئُۡ ًُ وُ ؼۡ ِِ  َّٓ ٌَُٙ َٚ لٗخًۚ 
حْ اصٍََِٰۡ ٓٚ ْۡ أسََحدُ ٌهَِ اِ

َّٓ فِٟ رََٰ ِ٘ َّٓ أكََكُّ رشَِدِّ ٌظَُُٙ

  ٌُ ُ عَض٠ِضٌ كَى١ِ ٱللَّّ َٚ  
ٖۗ َّٓ دَسَؿَش  ِٙ ؿَخيِ ع١ٍََۡ ٌٍِشِّ َٚ عۡشُٚفًِۚ  َّ

ٌۡ َّٓ رٱِ ِٙ  ٱٌَّزِٞ ع١ٍََۡ
 



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 

Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 

itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita 

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang 
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ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
41

 

 

Mengenai arti quru‟ dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat 

dikalangan para ulama fiqih. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa quru‟ itu 

artinya suci, yaitu masa diantara dua haid, fuqaha lain berpendapat quru‟ itu 

adalah haid itu sendiri. Fuqaha yang berpendapat bahwa quru‟ adalah suci, dari 

kalangan Anshar, seperti: Imam Malik, Imam Syafi‟I,dan kebanyaan fuqaha 

madinah,juga Abu Sa‟ur, sedangkan dari kalangan sahabat antara lain: Ibnu Umar, 

Zaid bin Sabit,dan Aisyah r.a.
42

 

Iddah berdasarkan haid Apabila terjadi putus perkawinan disebabkankarena 

talak, baik raj‟i maupun ba‟in, baik ba‟in sughra maupun kubra atau karena 

fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuansedangkan isteri 

masih mengalami haid maka iddahnya dengan tiga kali haid. Sekalipun ketentuan 

ini harus memenuhi syarat. 

2) Perempuan-perempuan yang dicampuri,dan tidak berhaid,baik iaperempuan 

yang belum haid,dan perempuan tua yang tidak haid. 

3) Perempuan yang tidak berhaid sama sekali sebelumnya, atau kemudian 

terputus haidnya,maka iddah nya adalah tiga bulan. Firman Allah dalam 

QS: at-Talaq : 65:4 yang berbunyi:  

 ُۡ  ـِٟ ٌَ
ٓ ٱٌََّٰ َٚ ؼشَُ أشَۡٙشُٖ 

َّٓ ػٍَََٰ طُُٙ ُۡ فعَِذَّ ِْ ٱسۡطزَۡظُ ُۡ اِ ٓ ِّٔغَخثٓىُِ ِِ ل١ِضِ  َّ
ٌۡ َٓ ٱ ِِ  َٓ  ـِٟ ٠جَغِۡ

ٓ ٱٌََّٰ ضُ َٚ ٌََٰ ْٚ أُ َٚ  ًَۚٓ ٠لَِضۡ

 ٍَُٙ ّۡ َٓ كَ َّٓ أَْ ٠ضََعۡ خيِ أؿٍََُُٙ َّ شۦِِٖ ٠غُۡشٗح  ٱلَۡكَۡ ِۡ ٓۡ أَ ِِ ُۥ  عًَ ٌَّٗ ۡـ َ٠ َ ٓ ٠ظََّكِ ٱللَّّ َِ َٚ  
ًَّۚٓ 

 

                                                           
41

Departemen Agama, Al-Qur‟an Dan Terjemahanya, Al-Jumanatul Ali, (Jakarta: CV 

Penerbit J-ART, 2005), hlm. 78.  
42

Slamet Abidin, Op.,Cit, hlm. 122 



26 
 

 
 

Artinya:“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 

iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu 

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-

perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 

melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada 

Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” 

 

b. Iddah Hamil. 

Iddah hamil yaitu iddah terjadi apabila perempuan-perempuan yang 

diceraikan itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak.
43

 

Dalam kitab Zad‟ul Ma‟ad disebutkan dalam firman Allah surah At-Talaq ayat 4 

yang berbunyi:  

 ُۡ  ـِٟ ٌَ
ٓ ٱٌََّٰ َٚ ؼشَُ أشَۡٙشُٖ 

َّٓ ػٍَََٰ طُُٙ ُۡ فعَِذَّ ِْ ٱسۡطزَۡظُ ُۡ اِ ٓ ِّٔغَخثٓىُِ ِِ ل١ِضِ  َّ
ٌۡ َٓ ٱ ِِ  َٓ  ـِٟ ٠جَغِۡ

ٓ ٱٌََّٰ ضُ َٚ ٌََٰ ْٚ أُ َٚ  ًَۚٓ ٠لَِضۡ

شۦِِٖ ٠غُۡشٗ  ِۡ ٓۡ أَ ِِ ُۥ  عًَ ٌَّٗ ۡـ َ٠ َ ٓ ٠ظََّكِ ٱللَّّ َِ َٚ  
ًَّۚٓ ٍَُٙ ّۡ َٓ كَ َّٓ أَْ ٠ضََعۡ خيِ أؿٍََُُٙ َّ  ح  ٱلَۡكَۡ

 

Artinya:“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 

iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu 

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-

perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 

melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada 

Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” 

 

Selain itu ada pula ketentuanbahwa iddah berdasarkan haid juga berkaitan 

dengan isteri yang ditinggal matioleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil 

dalam dua keadaan. Pertama,apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum 
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putus perkawinannya suaminyameninggal maka ia wajib beriddah berdasarkan 

haid. Kedua, apabila akadnyafasid dan suaminya meninggal maka ia beriddah 

dengan berdasarkan haid tidakdengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan 

iddah atas kematian suamikarena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui 

kebersihan rahim dan tidakuntuk berduka terhadap suami karena dalam hal 

mencampuri secara syubhattidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada 

suami secara syari makatidak wajib berduka atas suami. 

c. Iddah Wafat 

Iddah wafat yaitu iddah terjadi apabila seorang perempuanditinggal mati 

suaminya. dan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Firman Allah dalam 

surah al-Baqarah :2: 234 yang berbunyi: 

عَشۡشٗحِۖ فبَرَِح  َٚ َّٓ أسَۡرعََشَ أشَۡٙشُٖ  ِٙ َٓ رؤَِٔفغُِ ؿٗخ ٠ظَشََرَّصۡ ََٰٚ َْ أصَۡ ٠زََسُٚ َٚ  ُۡ ٕىُ ِِ  َْ ۡٛ فَّ َٛ َٓ ٠ظَُ ٱٌَّز٠ِ َٚ َّٓ َٓ أؿٍَََُٙ رٍَغَۡ

َْ خَز١ِش   ٍُٛ َّ خ طعَۡ َّ ُ رِ ٱللَّّ َٚ عۡشُٚفِٖۗ  َّ
ٌۡ َّٓ رٱِ ِٙ ٟٓ أَٔفغُِ َٓ فِ ٍۡ خ فعََ َّ ُۡ ف١ِ    فلَََ ؿُٕخَفَ ع١ٍََۡىُ

   

 

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan 

isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) 

empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, 

Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat.”
44

 

 

Apabila perempuan yang ditalak raj‟i oleh suaminya, kemudian suaminya 

meninggal selama ia masih dalam masa iddah, maka perempuan itu iddah nya 
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seperti perempuan yang ditinggal mati suaminya. Karena ketika ia ditinggal mati 

suaminya, pada hakikatnya ia masih sebagai istrinya. 

Kecuali kalau ditinggal mati sedang dalam keadaan mengandung, maka 

iddahnya memilih yang terpanjang dari kematian suaminya, atau melahirkan. 

Demikian pendapat yang masyhur.
45

 

d. Iddah Wanita Yang Kehilangan Suaminya. 

Bila ada seorang perempuan yang kehilangan suami,dan tidak diketahui 

dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka 

wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ia ber iddah 

pula empat bulan sepuluh hari. 

عٓ عّش سضٝ الله عٕٗ لخي ح٠ّخ حِش حس فمذ ص صٚ ؿلخ ٌُ ٔذص ح٠ٓ ٘ٛ فخٔٙخ 

 طٕظظش حس رع ع١ٕٓ ػُ طعظذإ حسرعش حشٙش ٚ عشش ح ػُ طًٙ )سٚحٖ ِخٌه(

Artinya : Dari umarr.r.a berkata,”bagi perempuan yang kehilangan suaminya 

dan ia tidak mengetahui dimana ia berada, sesungguhnya perempuan 

itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia beriddah 

empat bulan sepuluh hari, baru ia boleh menikah”.(H.R Malik) 

 

Sehubungan dengan hal ini,dalam kitab Subulussalam dikisahkan seorang 

istri yang kehilangan suami. Dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa suaminya 

hilang disembunyikan jinselama empat tahun. Setelah si istri mengetahui 

suaminya itu hilang,ia pergi menghadap Umar bin Khathab dan Umar menyuruh 

dia menunggu selama empat tahun. Sesudah berlalu masa menunggu,Umar 

memanggil wali si suami dan memerintahkannya untuk menceraikan wanita 
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itu,sebagai ganti (wali) dari suaminya. Kepada perempuan itu Umar 

memerintahkannya agar menunggu (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari 

lamanya. Berdasarkan kisah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

menurut fatwa Umar bin Khathab, perempuan-perempuan yang kehilangan suami 

harus menunggu selam empat tahun,dan ber-iddah selama empat bulan sepuluh 

hari, terhitung dari ia mengajukan pengaduan kepada hakim.46 

e. Iddah Perempuan Yang Di Illa‟ 

Bagi perempuan yang di illa‟,timbul perbedaan pendapat,apakah ia harus 

menjalani iddah atau tidak. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa ia harus menjalani 

iddah. Sebaliknya Zabir bin Zaid bahwa ia tidak wajib iddah, jika ia telah 

mengalami haid tiga kali selama masa empat bulan. Pendapat ini juga dijadikan 

pegangan oleh golongan fuqaha dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas 

r.a.dengan alasan bahwa diadakannya iddah adalah untuk mengetahui kosongnya 

rahim, sedang kekosongan ini sudah dapat diketahui dari masa tersebut. 

Jumhur fuqaha beralasan bahwa istri yang di illa‟adalah istri yang dicerai 

juga. Oleh karena itu ia wajib ber-iddah seperti perempuan-perempuan lain yang 

dicerai.
47

 

4. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa Iddah 

Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut dicerai 

hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa 

iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) 

yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu 
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atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian 

suami.
48

 

Dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan 

suaminya diharuskan menjalani masa iddah. Yang lama waktunya ditetapkan 

menurut keadaan istri yang diceraikan oleh suami yang menceraikannya. Setelah 

terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syra‟ si suami di 

bebankan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya. Hal ini juga 

dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1dan 2) yang berbunyi:
49

 

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau 

bekas istrinya yang masih dalam iddah. 

 2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama 

dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa 

kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur‟an 

surah al-Thalaq ayat (1) yang artinya: 

Dikutip dari Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa istri yang 

sedangmenjalani masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah di mana dia 

dahulutingggal bersama sang suami sampai selesai masa dan tidak 

diperbolehkanbaginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak 
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bolehmengeluarkan ia dan rumahnya.
50

Sebagaimana disebutkan dalam firman 

Allahpada Q.S. At-Thalaq:65: 1:   

ُُ ٱٌِّٕغَخءَٓ فطٍََِّمُٛ ُّٟ ارَِح طٍََّمۡظُ خَ ٱٌَّٕزِ ؤ٠َُّٓٙ ََٰ٠ ُٓۢ ِِ  َّٓ ِۖ لََ طخُۡشِؿُُٛ٘ ُۡ َ سَرَّىُ ٱطَّمُٛحْ ٱللَّّ َٚ  
سَِۖ عِذَّ ٌۡ أكَۡصُٛحْ ٱ َٚ  َّٓ ِٙ طِ َّٓ ٌعِِذَّ ُ٘

ٓ ٠ظَعََذَّ كُذُٚ َِ َٚ  ًِۚ هَ كُذُٚدُ ٱللَّّ
ٍۡ طِ َٚ شًَٖۚ  ز١َِّٕ ُِّ لِشَشٖ 

َٓ رفََِٰ ٓ أَْ ٠ؤَۡط١ِ َٓ الََِّ لََ ٠خَۡشُؿۡ َٚ  َّٓ ِٙ َُ ر١ُُٛطِ ِ فمَذَۡ ظٍََ دَ ٱللَّّ

شٗح  ٔفَۡغَ  ِۡ ٌهَِ أَ َ ٠لُۡذِعُ رعَۡذَ رََٰ ًَّ ٱللَّّ  ًُٗۥۚ لََ طذَۡسِٞ ٌعََ

 

Artinya:“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya (yang wajar). dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah 

kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah 

mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, 

Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu 

sesuatu hal yang baru.”
51

 

 

Selanjutnya dalam surah Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan: 

َّٓ ٌظِض١َُِّمُٛحْ عَ  ُ٘ٚ لََ طضَُخسُّٓ َٚ  ُۡ ؿۡذِوُ ُٚ  ٓ ِِّ ٓۡ ك١َۡغُ عَىَٕظُُ  ِِ  َّٓ ًٖ أعَۡىُُِٕٛ٘ ّۡ ضِ كَ
ٌََٰ ْٚ َّٓ أُ اِْ وُ َٚ  

ًَّۚٓ ِٙ ١ٍَۡ

ُۡ فَ  َٓ ٌىَُ ْۡ أسَۡضَعۡ ِ  فبَ
ًَّۚٓ ٍَُٙ ّۡ َٓ كَ َٰٝ ٠ضََعۡ َّٓ كَظَّ ِٙ شُٚحْ ر١َٕۡىَُُ فؤََٔفمُِٛحْ ع١ٍََۡ ِّ أۡطَ َٚ  َّٓ َّٓ أؿُُٛسَُ٘ حطُُٛ٘ َٔ  ٔ

  َٰٜ ُۡ فغََظشُۡضِعُ ٌَُٗٓۥ أخُۡشَ اِْ طعََخعَشۡطُ َٚ عۡشُٚفِٖۖ  َّ  رِ

 

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

                                                           
50

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Fiqh As Sunnah Sayyid Sabiq, terj.Ahamad 

Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq(Jakarta 

Timur: Pustaka Al-Kausar, 2009), hlm. 543 
51

Kementrian Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 558. 



32 
 

 
 

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 

jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya.(QS Ath-Thalaq ayat 6)
52

 

 

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang 

ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat 

tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian 

yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti 

memberikan biaya untuk menyusukan anak- anaknya.
53

 

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari 

mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia 

tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak 

lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. 

Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang 

dijalaninya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. 

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak-hak yang 

diterimanya adalah:
54

 

a. Mut‟ah adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri 

yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, 

pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta 
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tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Tunjangan wajib 

diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, berdasarkan firman Allah: 

  َٓ ظَّم١ِ ُّ ٌۡ عۡشُٚفِِۖ كَمّ خ عٍََٝ ٱ َّ
ٌۡ عُُۢ رٱِ ظََٰ َِ ضِ 

طٍََّمََٰ ُّ ٍۡ ٌِ َٚ 

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan 

oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu 

kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.(Q.S Al-

Baqarah:241)
55

 

 

Dalam hal ini sama saja, apakah wanita tersebut telah digauli oleh suaminya 

atau belum. Hanya saja, harus diketahui bahwa apa yang diterima oleh wanita 

yang diceraikan dan belum digauli, sementara maharnya telah disebutkan pada 

masa akad bukan merupakan pemberian di luar setengah mahar yang memang 

telah ditetapkan oleh nash AlQur‟an. Artinya, tunjangan yang diterimanya adalah 

setengah dari mahar itu, dan bukan tidak ada lainnya. Allah swt telah menetapkan 

kewajiban kepada para suami unruk memberikan tunjangan kepada wanita yang 

diceraikannya sebelum melakukan hubungan badan sebagai berikut: 

 

خ َّ َّٓ فَ ُ٘ٛ غُّ َّ ًِ أَْ طَ ٓ لزَۡ ِِ  َّٓ ُ٘ٛ ُّ َُّ طٍََّمۡظُ ضِ ػُ
ََٰٕ ِِ ئۡ ُّ ٌۡ ُُ ٱ حْ ارَِح ٔىََلۡظُ ٓٛ ُٕ َِ َٓ ءَح خَ ٱٌَّز٠ِ ؤ٠َُّٓٙ ََٰ٠  ۡٓ ِِ  َّٓ ِٙ ُۡ ع١ٍََۡ ٌىَُ

١لَٗ   ِّ َّٓ عَشَحكٗخ ؿَ كُُٛ٘ عَشِّ َٚ  َّٓ ظِّعُُٛ٘ َّ  فَ
َٚٔٙخَِۖ سٖ طعَۡظذَُّ  عِذَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum 

kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah 

bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka 
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mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. 

(Q.S Al-Ahzab: 49)
56

 

 

2. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj‟i , hak yang diterimanya adalah 

penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk 

perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan tempat tinggal. 

3. Istri yang cerai dalam bentuk thalaq bain, baik bain sughra atau bain qubra 

dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas 

nafaqah atau tempat tempat tinggal.
57

 

Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq: 6 yang 

berbunyi:  

ضِ كَ  ٌََٰ ْٚ َّٓ أُ اِْ وُ َٚ  
ًَّۚٓ ِٙ َّٓ ٌظِض١َُِّمُٛحْ ع١ٍََۡ ُ٘ٚ لََ طضَُخسُّٓ َٚ  ُۡ ؿۡذِوُ ُٚ  ٓ ِِّ ٓۡ ك١َۡغُ عَىَٕظُُ  ِِ  َّٓ ًٖ أعَۡىُُِٕٛ٘ ّۡ

ُۡ فَ  َٓ ٌىَُ ْۡ أسَۡضَعۡ ِ  فبَ
ًَّۚٓ ٍَُٙ ّۡ َٓ كَ َٰٝ ٠ضََعۡ َّٓ كَظَّ ِٙ َّٓ أُ فؤََٔفمُِٛحْ ع١ٍََۡ حطُُٛ٘ َٔ شُٚحْ ر١َٕۡىَُُ ٔ  ِّ أۡطَ َٚ  َّٓ ؿُٛسَُ٘

  َٰٜ ُۡ فغََظشُۡضِعُ ٌَُٗٓۥ أخُۡشَ اِْ طعََخعَشۡطُ َٚ عۡشُٚفِٖۖ  َّ  رِ

 

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika 

mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 

Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 

dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S at-Thalaq: 6)
58
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Kewajiban memberikan nafaqah oleh suami kepada istrinya yang 

berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami 

dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari 

rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan 

selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafaqah, maka istri 

berkedudukan penerima, nafaqah.
59

 

Banyaknya nafkah yang diwajibakan adalah sekedar mencukupi 

keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.60 

4. Hadhanah (Hak Mendidik dan Merawat) Dalam islam pemeliharaan anak 

di sebut Hadhanah. Istilah Hadhanah secara etimologis berarti di samping 

atau berada di bawah ketiak.
61

 Sedang secara terminologis, Hadanah 

merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau yang hilang 

kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil 

setelah terjadinya putus perkawinan.
62

 Dasar hukumnya adalah mengikuti 

umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istrinya dalam firman 

Allah pada surat Al-Baqarah:233 

عۡشُٚفًِۚ  َّ
ٌۡ َّٓ رٱِ طُُٙ َٛ وِغۡ َٚ  َّٓ ٌُٛدِ ٌَُٗۥ سِصۡلُُٙ ۡٛ َّ

ٌۡ عٍََٝ ٱ َٚ 
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Artinya:...adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian 

untuk anak dan istrinya...(AQ Al-Baqarah: 233)
63

 

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama 

ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah 

terjadinya perceraian. Dan apabila pasangan yang sudah bercerai mempunyai anak 

yang belum mumayis (belum mengerti kemaslahatan dirinya) istri lebih berhak 

untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan 

dirinya. Meskipun ketika itu anak tersebut tinggal bersama ibunya nafkah wajib 

dan tetap dipikul ayahnya. Kewajiban Wanita yang sedang menjalani masa iddah 

adalah menjauhui apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak 

mengenakaan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan 

juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan 

dilarang menikah. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, 

sehingga tidak tercampur antara keturunan mantan suami dengan orang lain
64

 

Seandainya terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedang istrinya                                                                                                                                          

tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah 

tangga,maka si istri wajib kembali agar suaminya mengetahuinya dimana ia 

berada Ulama' fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi 

perempuan yangsedang menjalani masa iddahnya adalah: 

a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-teranganmaupun 

melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani iddah 

kematiansuami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran. 
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b. Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Syafi'i sepakat 

menyatakan bahwa perempuan yang menjalani iddah dilarang keluar rumah 

apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, akan tetapi Ulama' Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita 

yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar 

rumah. 

c. Menurut kesepakatan ulama' fiqh perempuan yang menjalani iddah akibat 

talak raj‟i atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh 

nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. akan tetapi apabila iddah yang 

dijalani adalah iddah karena kematian menghapuskan seluruh akibat 

perkawinan. Namun demikian ulama mazhab maliki menyatakan bahwa 

perempuan tersebut berhak manempati rumah suaminya selama dalam masa 

iddah tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya. 

d. Perempuan tersebut wajib berIddah. Mengenai hak-hak istri dalam masa 

iddah bahwa Ulama fiqh berpendapat istri yang dicerai oleh suami dengan 

talak raj‟i selama masa iddah berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. 

Akan tetapi apabila iddahnya karena suaminya wafat maka istri tidak 

mendapat nafkah. Mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah 

tempat tinggal. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan 

hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena 

dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki 

lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa 

dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung 
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pada lama masa iddah yang dijalaninya, tetapi tergantung pada bentuk 

perceraian yang dialaminya. Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan 

kepada hak yang diterimanya dikelompokan ke dalam tiga macam: 

- Istri yang dicerai dalam talak raj‟i hak yang diterimanya adalah penuh 

sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk 

perbelanjaan untuk pangan, pakaian dan juga tempat tinggal. 

- Istri yang dicerai dalam bentuk talak ba‟in, baik ba‟in suatu pun ba‟in 

kubra dan sughro dia sedang hamil, dalam hal ini ulama sepakat bahwa 

dia berhak atas nafaqah dan tempat tinggal.  

Hak istri yang ditinggal mati oleh Dalam hal istri dalam keadaan hamil 

ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, 

namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Sebagian 

ulama diantaranya Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri 

dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal. Sebagian ulama diantaranya Imam 

Ahmad berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak 

atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang 

kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan. 

Memberikan kesempatan kepada suami istri agar dapat menginstropeksi diri 

dan kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut 

baik. 

Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan 

orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir 
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panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti 

anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya. 

 

 

5. Larangan Dalam Masa Iddah 

Tidak seorang pun boleh melamar wanita muslimah yang sedang 

menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. 

Jika menikahinya sebelum masa iddahnya selesai maka nikahnya dianggap batal, 

baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun 

belum. Disamping itu, tidak ada waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban 

memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya. Jika salah satu dari 

keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka 

diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina, yaitu rajam dan jilid. Dengan 

demikian juga jika keduanya telah mengetahui hukum pernikahan yang mereka 

lakukan.
65

 

Jika masing-masing dari keduanya tidak mengetahui adanya larangan 

terhadap pelaksanaan nikah tersebut, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jika 

salah seorang dari keduanya tidak mengetahui hukum yang dari pernikahan yang 

ia lakukan maka tidak ada had (hukuman) baginya, dan anak hasil pernikahan itu 

ikut bersamanya. Jika pernikahan tersebut telah dibatalkan dan masa iddahnya 

telah selesai, maka ia harus mengulangi lagi akad pernikahan seperti layaknya 
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pernikahan biasa.
66

 Kecuali, jika laki-laki tersebut menjatuhkan talak kepada 

istrinya, maka ia diperbolehkan untuk tidak kembali kepadanya selama belum 

selesai sampai pada thalaq tiga . Para fuquha berpendapat bahwa wanita yang 

sedang ber-ihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik 

perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal 

yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang 

dicelup dengan warna, kecuali warna hitam.
67

 

Memakai celak ini, sebagai fuqaha menyaratkan bahwa hendak nya hal itu 

bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan 

pemakaiannya di malam hari, bukan siang hari. Pendapat para fuquha mengenai 

hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber-iddah adalah saling berdekatan. 

Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki 

kepadanya. Yang mendorong para ulama mewajibkan iddah Fuquha yang 

mempersamakan wanita-wanita yang ditalak dengan wanita-wanita yang ditinggal 

suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni 

mengambil pemahaman dari makna yang tersirat). Demikian itu, karena tampak 

dari pengertian iddah bahwa tujuannya untuk mencegah pandangan kaum lelaki 

selama masa iddah untuk mencegahnya dari pandangan kaum lelaki. Demikian itu 

dalam rangka menutup jalan kerusakan. Dalam larangan iddah yaitu hendaknya 

wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek atau mengenakan sesuatu 
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yang bisa menarik perhatian orang untuk melihat dirinya dan menjadi terpikat. 

Bentuknya, diserahkan sepenuhnya pada tradisi yang berlaku di masyarakat.
68

  

Oleh karena itu, seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah 

baik karena dicerai, fasakh, maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh 

menikah selain laki-laki yang telah meninggalkan atau menceraikannya itu. Ia 

boleh keluar rumah jika ada keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan 

pokok atau obat-obatan.
69

 

6. Ketentuan Masa Iddah 

Masa iddah tidaklah selalu sama pada setiap wanita. Al-Qur'an memberikan 

petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa iddah 

ditetapkan berdasarkan keadaan wanita sewaktu dicerai atau ditinggal mati oleh 

suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, apakah cerai mati atau 

cerai hidup. Uraian berikut dikemukakan berdasarkan atas perbedaan ini. 

a. Pembedaan Ditinjau dari Keadaan Wanita 

Ada beberapa keadaan wanita sewaktu ia dicerai oleh suaminya yang 

menjadi patokan dalam penentuan masa iddah. 

1) Qabl al-mass dan ba'd al mass. Sudut tinjauan pertama yang dapat 

dilihat dalam al-Qur'an adalah apakah wanita itu sudah digauli (ba'd al-

mass) atau belum(qabl al-mass): Terdapat dalam QS:al-Ahzab:33:49: 

خ َّ َّٓ فَ ُ٘ٛ غُّ َّ ًِ أَْ طَ ٓ لزَۡ ِِ  َّٓ ُ٘ٛ ُّ َُّ طٍََّمۡظُ ضِ ػُ
ََٰٕ ِِ ئۡ ُّ ٌۡ ُُ ٱ حْ ارَِح ٔىََلۡظُ ٓٛ ُٕ َِ َٓ ءَح خَ ٱٌَّز٠ِ ؤ٠َُّٓٙ ََٰ٠  ۡٓ ِِ  َّٓ ِٙ ُۡ ع١ٍََۡ ٌىَُ

١لَٗ   ِّ َّٓ عَشَحكٗخ ؿَ كُُٛ٘ عَشِّ َٚ  َّٓ ظِّعُُٛ٘ َّ  فَ
َٚٔٙخَِۖ سٖ طعَۡظذَُّ  عِذَّ
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 

perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu 

yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan 

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”.
70

 
 

Ungkapan al-mass (an tamassu) dalam ayat ini dipahami oleh para ulama 

dengan makna al-duhhul.
71

 Tampaknya para ulama sepakat menyatakan bahwa 

ungkapan qabla antamassuhunna berarti qabla al-dukhul sehingga ayat ini 

dipahami sebagai petunjuk bahwa wanita ghair al-madkhul biha tidak perlu 

menghitung masa iddah. Dengan demikian, wanita tersebut dibolehkan 

melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain selepas dari perceraian itu. Ini 

berarti bahwa persoalan iddah dengan segala bentuk dan macamnya hanya 

dihubungkan dengan wanita al-madkhul biha.
72

 

Namun, persoalan dukhul tampaknya tidak mudah untukdijadikan patokan. 

Dari beberapa pembicaraan para ulamaberkenaan iddah, setidaknya ada dua 

istilah yang seringdigunakan, yaitu khalwat dan fi hukmi al dukhul. Khalwat yang 

belum tentu terjadi di dalamnya dukhul, menurut jumhur ulama, sudah 

mengharuskan adanya iddah. Oleh karena itu, menarik untuk dipertanyakan, 

apakah ungkapan qabla an tamassuhunna memang hanya berarti dukhul dalam 

arti sebenarnya, yaitu hubungan biologis antara dua insan berlainan jenis. 

Setidaknya, hal ini merupakan suatu persoalan yang perlu dipertimbangkan 

sebab apabila iddah juga berkaitan dengan masalah psikologis, di samping rahim, 

maka sepantasnyalah seorang wanita yang sudah menjalin hubungan batin dan 
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kasih sayang dengan seorang pria tidak merasa langsung bebas dari suami yang 

karena sesuatu hal mungkin belum sempat menggaulinya. 

Dalam hal ini, bisa saja terjadi bahwa seorang wanita dinikahi oleh seorang 

pria dan di antara mereka telah tertanam hubungan kasih sayang yang mengikat 

batin mereka dalam suatu ikatan serta mereka telah hidup serumah, tetapi ada 

suatu halangan yang membuat mereka belum sempat mengadakan hubungan 

biologis (dukhul), seperti penyakit dan lain-lain. Kemudian, keadaan pula 

menghendaki mereka untuk bercerai. Tentu saja, ikatan psikologis di antara 

mereka tidaklah mungkin hilang begitu saja. Berdasarkan analisa ini, agaknya 

kata al-mass dalam ayat di atas juga meliputi makna lain, di samping dukhul 

haqiqi. 

Sehubungan dengan hal ini pula, agaknya Ali Hasballah menyatakan bahwa 

salah satu di antara sebab yang mewajibkaniddah adalah masa yang ditempuh 

seorang isteri karena cerai, baik setelah hubungan seksual dengan suaminya secara 

sungguhan atau secara hukum (dinyatakan telah berhubungan seksual dengan 

suaminya) dalam suatu ikatan pernikahan yang sah.
73

 

Yang jelas, menggunakan kata al-mass dalam arti dukhulbukanlah 

penggunaan makna hakiki. Di samping itu, sewaktu ayat ini dihadapkan dengan 

surat al-Baqarah ayat 234, para ulama mendahulukan ayat terakhir ini. Oleh 

karena itu, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia al-madkhul 

bihamaupun ghair al-madkkul biha, harus beriddah seperti yang dimaksud surat 

al-Baqarah ayat 234 tersebut. 
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Pandangan ini dianut dan dikemukakan dengan tegas, antara lain, oleh 

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah dan Ali Hasballah dalam kitabnya 

al-Furqat bayan al-Zawjain. Bahkan secara lebih tegas dan dengan argumentasi 

yang lengkap, Ali Hasballah mengemukakanbahwa wanita yang ditinggal mati 

suaminya, baik al-madkhul bihamaupun ghair al-madkhul biha, harus menghitung 

iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Sehubungan dengan itu, ia menolak riwayat 

yang dinisbahkan kepada Ibn Abbas yang menyatakan bahwa wanita yang 

ditinggal mati suaminya sebelum digauli (ghair al-madkhul biha) tidak perlu 

beriddah. Alasan yang dikemukakannya untuk itu ialah keumuman maksud 

firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 234. Di samping itu, surat al-Ahzab ayat 

49 dipandangnya sebagai ayat yang khusus untuk wanita yang dithalaq (al-

muthallaqat). Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya tidak termasuk al-

muthallaqat.
74

 

Sementara itu, SayyidSabiq menegaskan sebagai alasannya dengan 

pernyataan bahwa iddah diwajibkan atas isteri dalam rangka mematuhi suami 

yangmeninggal, dan memperhatikan haknya, sekalipun dia belummelakukan 

senggama terhadap isterinya itu.
75

Dengan demikian, iddah bagi wanita yang 

ditinggal mati suami ditetapkan sebagaimasa berkabung atas kematian suaminya 

itu. 

Memahami ungkapan qabla an tamassuhunna dengan arti al-dukhul tidak 

menimbulkan kesulitan dalam penerapannya sebab lebih mudah membedakannya, 

seperti halnya dalam kasus kematian yang sangat jelas batasannya. Jika ungkapan 
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itu dipahami dengan arti lain, maka batasannya tidak begitu jelas, seperti halnya 

khalwat.
76

 

2) Hamil atau tidak 

Sisi kedua dari keadaan wanita sewaktu dicerai suaminya yang menjadi 

patokan penetapan iddah adalah apakah ia hamil atau tidak. Dalam hal ini, 

al-Qur'an mengemukakan dengan tegas bahwa jika perceraian terjadi 

sewaktu wanita berada dalam keadaan hamil, maka iddahnya berlangsung 

selama ia hamil, yaitu sampai ia melahirkan kandungannya itu. Ketentuan 

ini diungkapkan al-Qur'an : QS:at-Talaaq:4: 

 ًَّۚٓ ٍَُٙ ّۡ َٓ كَ َّٓ أَْ ٠ضََعۡ خيِ أؿٍََُُٙ َّ ضُ ٱلَۡكَۡ
ٌََٰ ْٚ أُ َٚ  ًٔۚ 

 
Artinya: “dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya”.
77

 

Ketetapan iddah bagi wanita dalam keadaan ini begitu tegas dan jelas. 

Ketegasan dan kejelasannya terletak pada kelahiran kandungan yang 

dikandungnya. Ketentuan ini tidak memandang jumlah hari. Mungkin saja iddah 

wanita seperti ini berlangsung selama 9 bulan atau lebih. Akan tetapi, juga 

mungkin hanya sesaat karena begitu ia dicerai oleh suaminya lantas ia pun 

melahirkan kandungannya. 

3) Dalam masa-masa haid atau tidak 

Seperti dikemukakan di atas, bahwa bagi wanita yang tidak hamil sewaktu 

dicerai oleh suaminya berlaku dua ketentuan. Keduanya didasarkan pada 

                                                           
76

Karsayuda, Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum 

Islam, (Yogyakarta : Total Media, 2006), hlm. 156. 
77

Depag RI, op.cit., hlm. 946. 



46 
 

 
 

kondisi wanita tersebut sewaktu dicerai, apakah ia berada dalam masa-masa 

haid atau tidak. 

Al-Qur'an menyatakan bahwa wanita yang dicerai suaminya, sedangkan ia 

masih berada dalam masa-masa haid sehingga ia dapat menjadikan masa-

masa haid sebagai patokan waktu, iddahnya adalah tiga quru' sebagaimana 

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228. Seorang wanita, 

biasanya sejak usia baligh (sekitar 15 tahun) sampai masa menopause 

(sekitar 50 tahun), senantiasa mengalami pendarahan yang disebut haid atau 

menstruasi. Haid ini terjadi pada umumnya sekali sebulan kecuali dalam 

masa-masa hamil. Selama masa kehamilan, wanita tidak mengalami haid. 

Meskipun al-Qur'an menyatakan dengan tegas masa iddah wanita dalam 

keadaan ini, namun tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan pendapat yang 

timbul dalam masalah ini. Ketegasan al- Qur'an terbatas pada penetapan tiga 

quru'. Akan tetapi, kata quru' merupakan lafaz musytarak yang mengundang 

perbedaan di kalangan ulama. Dengan demikian, walaupun lafadz tiga 

(tsalatsat) qath'i al-dilalat, tetapi lafadz quru' dipandang sebagai zhanni al-

dilalat sehingga tetap ada perbedaan pendapat dalam memahaminya.
78

 

Sebagian ulama memahami quru' dalam arti masa suci. Di antara mereka 

adalah Malik, Syafi'i, jumhur penduduk Madinah, Abu Tsaur dan Jama'ah. 

Di kalangan sahabat pendapat ini dianut oleh Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit 

dan Aisyah. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa quru' berarti masa-

masa haid. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Auza'i, Ibn 
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Abi Laila dan lainnya. Dan kalangan sahabat, pendapat ini dianut oleh Ali 

bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ibn Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Di 

samping itu ada pula yang memahami quru' dalam pengertian perpindahan 

dari masa suci kepada masa haid. Menurut Ali Hasballah, pendapat ini juga 

dianut oleh Syafi'i, Malik dan Zhahiriah.
79

 

Sebagai konsekuensi dari perbedaan pendapat ini adalah perbedaan 

panjangnya masa iddah. Para ulama tampaknya sepakat menyatakan bahwa 

thalaq yang sah (disebut thalaq sunni) adalah thalaq yang dijatuhkan 

sewaktu wanita berada dalam keadaan suci dan belum digauli sepanjang 

masa suci itu. Mereka yang berpendapat bahwa quru,' adalah haid 

menetapkan berakhirnya iddah dengan datangnya masa suci setelah haid 

ketiga. Ini berarti bahwa masa iddah berlangsung selama dua masa suci dan 

tiga masa haid ditambah masa suci antara terjadinya thalaq dengan 

masuknya masa haid pertama. Ini berarti bahwa di awal masa haid ketiga 

wanita tersebut sudah terlepas dari masa iddahnya. Dengan demikian, masa 

iddah dalam pendapat pertama lebih panjang selama hari-hari haid yang 

ketiga. Sedangkan masa iddah menurut pendapat yang mengatakan bahwa 

quru' adalah perpindahan dari masa suci ke masa haid sama panjangnya 

dengan pendapat pertama yang mengatakan bahwa quru' berarti masa suci.
80

 

7. Hikmah Iddah 

Adapun hikmah adanya „iddah adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan,sehingga 

tidaktercampur antara keturunan,seorangdengan yang lain. 

b. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali 

kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik. 

c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-

orarng arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berpikir panjang, 

jika tidak memeberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti 

anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya. 

d. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum suami istri sama-sama 

hidup lama dalam ikatan akadnya.
81

 

Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut,maka 

untukmewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi 

tempobeberapasaat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.Dalam 

Pedoman Perkawinan hikmah Iddah adalah sebagai berikut: 

a. „Iddah adalah masa berfikir untuk kembali lagi atau berpisah. 

b. Waktu „iddah baik bagi pihak ketiga untuk usaha merujuk kembali. 

c. Masa penyelesaian segala masalah bila masih ada masalah dan akan 

tetapberpisah. 

d. Masa peralihan untuk menentukan hidup baru. 

e. Sebagai waktu terkabungbila suaminya meninggal. 

f. Masa untuk menentukan kosong tidaknya istri dari suami. 

g. Sebagai hukum ta‟abudy.
82
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B. Tinjauan Umum Tentang Khulu’ 

1. Pengertian Khulu' dan Dasar Hukumnya  

Khulu‟ menurut bahasa: berpisahnya isteri atas dasar harta yang  diambil 

dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan khulu‟ menurut ilmu fiqih 

adalah berpisahnya suami dengan isterinya dengan ganti yang diperolehnya.
83

 

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa  khulu‟ yang dibenarkan hukum Islam 

tersebut dari kata-kata  khala'a ats-tsauba artinya: menanggalkan pakaian. Karena 

perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-lakipun pakaian bagi 

perempuan.
84

Allah berfirman: Al Baqarah:2: 187 

 ُۡ َّٓ ٌزِخَط  ٌَّىُ ُ٘  َّٖۗٓ ُ ُۡ ٌزِخَط  ٌَّٙ أَٔظُ َٚ 

Artinya: “Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi   

mereka.
85

 

 

Adapun tafsir ayat diatas adalah Bahwasnya Allah menyerupakan wanita 

dengan pakaian yang menutupi badan.Ia adalah penutup bagi laki-laki dan 

pemberi ketenangan padanya begitupun sebaliknya. Ibnu Abbas berkata: 

Maksudnya adalah para isteri merupakan ketenangan bagimu dan kamupun 
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merupakan ketenangan bagimereka. Sedangkan Rabi‟ bin Anas mengatakan: 

Mereka itu sebagai selimut bagi kalian dan kalianpun merupakan selimut bagi 

mereka. 

Dalam perspektif Abul A'la Maududi, menjelaskan tamsil pakaian yang 

digunakan untuk  hubungan suami isteri menekankan bahwa ikatan perkawinan 

adalah seperti hubungan antara tubuh manusia dengan pakaian yang dipakainya. 

Hati dan jiwa pasangan sudah sedemikian melekat sehingga masing-masing saling 

menutupi.
86

 

Khulu‟ juga disebut fidya atau tebusan, Karena isteri meminta cerai 

kepadasuaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada 

suaminyadengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suami agar suami 

maumenceraikannya.
87

 

Menurut terminologi ahli fiqih berarti isteri memisahkan diri dari suaminya 

dengan memberi ganti rugi kepadanya Sedangkan dikalangan para fuqaha‟, khulu‟ 

kadang dimaksudkan makna yang umum yaitu perceraian yang disertai jumlah 

harta sebagai iwadh yang diberikan isteri kepada suami untuk menebus diri agar 

terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu‟,mubara‟ah (pelepasan) 

maupun thalak.
88
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Sedangkan kompilasi hukum Islam dalam pasal 1 memberikan definisi  

khulu‟ dengan: khulu‟ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan 

memberikan tebusan atau  iwald kepada dan atas persetujuan suaminya.
89

 

Di kalangan para fuqaha',  khulu‟ kadang dimaksudkan makna yang umum, 

yaitu perceraian  dengan disertai jumlah harta sebagai  iwald yang diberikan oleh 

isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik 

dengan kata khulu‟, mubara'ah, maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang 

khusus, yaitu talak atas dasar  iwald sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata  

khulu‟ (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan). 

Khulu‟ juga disebut tebusan, karena wanita yang mengajukan khulu‟ 

menebus dirinya dengan sesuatu, diberikan kepada suaminya supaya diceraikan. 

Para fuqaha' memberikan ta'rif khulu‟ yaitu: perceraianari laki-laki atas isterinya 

dengan tebusan disebut  khulu‟. Dalam hadits Ibnu Abbas diterangkan, ada 

seorang perempuan yang  sebenarnya tidak menghendaki perceraian, bukan 

karena suami jelek akhlaknya atau tidak baik agamanya, tetapi isteri tidak suka 

dengan tampang, muka suaminya, isteri enggan melakukan kewajiban terhadap 

suaminya.
90

 

Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa khulu‟ adalah talak ba'in. Dalil mereka 

bahwa khuluk adalah lafadl yang dimiliki oleh suami. Maka ia adalah talak. 

Andaikata  fasakh, tentu tidak boleh dilakukan tanpa memberikan mahar. Khulu‟ 
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boleh dilakukan dengan imbalan harta sedikit atau banyak, baik dari mahar atau 

lainnya. Maka hal itu menunjukkan bahwa ia adalah talak, bukan fasakh. 

Ibnu Abbas dan para ulama' lainnya berpendapat dan juga yang masyhur 

dari mazhab Ahmad bahwa  khulu‟ adalah  fasakh, bukan talak. Mereka yang 

menganut pendapat ini menjelaskan dalam sebagian riwayat sebagai dalil bahwa 

iddah dalam khulu‟ berbeda dengan iddah dalam talak.Andai kata khulu‟itu talak 

niscaya iddahnya tidak berbeda.
91

 

Sayyid Sabiq juga mengemukakan  khulu‟ menurut  terminologi ahli fiqh 

berarti  isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti kepadanya.
92

 

Melihat dari definisi khuluk di atas, maka dapat dikatakan bahwa khuluk 

merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak isteri, untuk melepaskan diri 

dari ikatan perkawinannya dengan jalan membayar atau menyerahkan tebusan 

sebagai gantinya, dengan persetujuan suami atau atas kerelaan keduanya. Dalam 

istilah lain,  khulu‟ juga bisa disebut sebagai talak tebus.
93

 

Terbukanya kemungkinan cerai dengan  khulu‟ ini adalah untuk 

mengimbangi hak talak sepihak si suami. Dengan lembaga khuluk ini si isteri 

dapat pula mengambil inisiatif dalam pemutusan hubungan perkawinan dengan 

cara penebusan.
94
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Khulu‟ dibenarkan oleh syara'. Dasar-dasarnya di temukan dalam ayat-ayat 

suci Al Qur'an, sabda Rasulullah SAW serta berdasarkan pendapat para ulama. 

Tentang khulu Allah SWT berfirman:(Al Baqarah:2: 229) 

ُۡ أَْ  ًُّ ٌىَُ لََ ٠لَِ َٚ  ٖٖۗٓ  ربِكِۡغََٰ
ٚۡ طغَۡش٠ِقُُۢ عۡشُٚفٍ أَ َّ  رِ

غَخنُُۢ ِۡ ِ ِِْۖ فبَ طخَ شَّ َِ كُ 
ََٰ َّٓ ٱٌطٍَّ ُ٘ٛ ُّ خٓ ءَحط١َۡظُ َّّ ِِ طؤَۡخُزُٚحْ 

 ٟۡ ِ فلَََ ؿُٕخَفَ عٍََ شَ خ كُذُٚدَ ٱللَّّ َّ ُۡ ألَََّ ٠م١ُِ ْۡ خِفۡظُ ِ ِِۖ فبَ خ كُذُٚدَ ٱللَّّ َّ ٓ أَْ ٠خََخفخَٓ ألَََّ ٠م١ُِ ح الََِّ  ٔ خ ٔ  َّ خ ف١ِ َّ ِٙ ١ۡ

ٓ ٠ظَعََذَّ  َِ َٚ  
ِ فلَََ طعَۡظذَُٚ٘خًَۚ هَ كُذُٚدُ ٱللَّّ ٍۡ ِٖٗۦۗ طِ َْ  ٱفۡظذََصۡ رِ ٛ ُّ ٍِ

ُُ ٱٌظََّٰ جهَِ ُ٘
ٓ ٌََٰ ْٚ ُ ِ فؤَ  .كُذُٚدَ ٱللَّّ

 

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak 

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa 

keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, 

Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 

isteri untuk menebus dirinya”.
95

(Al Baqoroh:2: 229) 

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' 

yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh. 

Dari ayat diatas Abul A'la Maududi menjelaskan bahwa  khuluk menghendaki 

keadaan dengan adanya kekhawatiran bahwa hukum ketetapan Allah akan 

dilanggar. Kata-kata "Tidak ada dosa atas keduanya" dimaksudkan walau khulu‟ 

tidak menghendaki perceraian, namun apabila ada kekhawatiran hukum-hukum 

Allah akan terlanggar, maka tidak ada dosa melakukan  khuluk. Jika isteri yang 

diceraikan suami, maka suami dilarang mengambil kembali apa yang pernah ia 

berikan kepada isterinya.Tetapi jika isteri yang ingin bercerai, ia harus membayar 
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tebusan atau iwadl  sebagian atau semua dari apa yang pernah ia 

terima.
96

Selanjutnya Allah berfirman: QS:An- nisa:4:19  
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َّٓ فعََ  ُ٘ٛ ُّ ظُ ۡ٘ عۡشُٚفًِۚ فبَِْ وَشِ َّ
ٌۡ َّٓ رٱِ عَخشِشُُٚ٘ َٚ شًَٖۚ  ز١َِّٕ ُِّ لِشَشٖ 

َٓ رفََِٰ ٓ أَْ ٠ؤَۡط١ِ َّٓ الََِّ ُ٘ٛ ُّ ٓ أَْ ءَحط١َۡظُ َٰٝ غَ

 ٟۡ ِٗ خ١َۡشٗح وَؼ١ِشٗح  طىَۡشَُ٘ٛحْ شَ ُ ف١ِ ًَ ٱللَّّ عَ ۡـ َ٠ َٚ ح  ٗٔ  ٔ. 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu 

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 

yang nyata”.
97

 

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan 

perbuatan-perbuatan aniaya yang dapat menyakiti isteri sehingga merasa 

teraniaya, isteri tersebut minta cerai dengan membayar tebusan.Penyebab yang 

bisa membuat mereka berpisah dalam ayat diatas adalah bila isteri melakukan 

perbuatan maksiat atau dosa besar. 

عٓ حرٓ عزخط حْ حِشأس ػخرض رٓ ل١ظ حطض حٌٕزٝ صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚعٍُ فمخٌض ٠خسعٛي الله ػخرض 

خٍك ٚلَ د٠ٓ, ٌٚىٕٝ حوشٖ حٌىفشفٟ حلَعلََ فمخي سعٛي الله صٍٝ حرٓ ل١ظ ِخحعظزض ع١ٍٗ فٝ 

الله ع١ٍٗ ٚعٍُ حطش٠ذ٠ٓ حٌلذ٠مش؟ لٍض ٔعُ, لخي سعٛي الله صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚعٍُ حلزً حٌلذ٠مش 

(ٚطلَلٙخ طط١ٍمش  )سٚحٖ حٌزخشٞ  

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya isteri Tsabit bin Qais datang kepada 

Nabi saw. Ia berkata: " wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, saya tidak 

mencelanya  dalam akhlak dan agama. Tetapi saya membenci 

kekufuran dalam Islam". Rasulullah bertanya: "apakah kamu 
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kembalikan kebun itu kepadanya?". Ia menjawab: "Ya" Rasulullah 

bersabda: "terimalah kebun  itu dan lepaskanlah Ia"(HR Ahmad)
98

 

Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang isteri menebus dirinya kepada 

suaminya untuk  kemudian bisa dicerai. Dan kembali ditekankan dalam Hadits ini 

bahwa alasan perceraian melalui khuluk ini adalah karena  faktor ketaatan kepada 

Allah SWT. khuluk hanya boleh apabila ada sebab yang dituntut seperti misalnya 

suami tercela atau buruk akhlaknya, atau ia sering menyakiti isteri dan tidak 

melaksanakan hak isteri itu, atau isteri itu takut kepada Allah bila menuruti 

suaminya. Kalau tiada sebab yang dituntut, khuluk dilarang.
99

 

Firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW tersebut diatas menjadi 

dalil disyari'atkan khuluk dan sahnya terjadi khuluk antara suami isteri. 

Sedangkan yang menjadi Ijma‟ dari kebolehan khulu‟ ini adalah paraulama 

sepakat membolehkan khulu‟ atau isteri minya cerai darisuaminya.Khulu‟ inidapat 

dilakukan apabila kedua belah pihak takut tidakdapat menjalankan hukum-hukum 

Allah atau isteri membenci suami baik iturupa ataupun akhlaknya atau Karena 

dizalimi oleh suaminya. 

2. Syarat-Syarat Khulu’ 

Untuk menempuh suatu upaya hukum, subjek hukum dalam hal ini isteri, 

harus benar-benar mengerti dan menguasai tentang materi hukum yang 

diperkarakan. Sebelum menempuh upaya hukum, maka isteri harus mengetahui 

syarat-ayarat khuluk tersebut. Di samping isteri, suamipun harus mengetahuinya 

sehingga dapat menempuh upaya hukum khuluk tersebut. 
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Adapun syarat-ayarat khuluk adalah sebagai berikut: 

a. Seorang isteri meminta kepada suaminya untuk melakukan khulu‟, jika 

tampak adanya bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak 

akan menegakkan hukum Allah SWT.
100

 

b. Hendaknya khuluk itu berlangsung sampai selesai tanpa tindakan 

penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan suami terhadap isterinya. Jika ia 

menyakiti isterinya maka ia tidak boleh mengambil sedikitpun maka ia tidak 

boleh mengambil sesuatupun darinya.Suami tidak diperkenankan menyuruh 

isterinya untuk meminta khuluk dengan tujuan agar dia (suami) mendapat 

kembali harta yang pernah ia berikan kepada isterinya.
101

 

c. Jika suami yang merasa tidak senang hidup bersama isterinya, maka  suami 

tidak berhak mengambil sedikitpun harta dari isterinya. 

d. Khulu‟ sebagai thalaq ba'in, karena mengenai rujuk dalam khulu‟ tidak 

dimungkinkan. Namun apabila bekas suami dan isteri masih ingin kembali 

hidup bersama selaku suami isteri, haruslah dengan pernikahan baru dengan 

mas kawin pula.
102

 

Menurut pendapat Asy Syafi'i dalam madzhab jadid, juga menurut faham 

Abu Hanifahdan Imam Malik yang menerangkan bahwa "khuluk dihukum thalaq 

ba‟in (talak yang tidak membolehkan rujuk lagi oleh suami)".
103
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3. Rukun-Rukun Khulu’ 

Khulu‟ merupakan upaya hukum yang bisa ditempuh oleh seorang wanita  

untuk  melepas hubungan suami isteri. Dalam setiap kebijakan hukum tentu ada 

syarat dan rukunnya,  tidak beda dengan khulu‟, setelah tadi mengulas mengenai 

syarat-syaratnya selanjutnya rukun-rukun meliputi: 

a. Yang melakukan iwadl yaitu istri. 

Dibolehkan memberikan uang ganti  rugi (tebusan) dalam khuluk itu, dari 

setiap isteri yang boleh bertasarruf  dalam harta.104 

b. Isteri yang masih dalam ikatan perkawinan. 

Maksudnya istri tersebut masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan 

yang sah. 

c. Iwadl, yaitu adanya bayaran. 

Iwadl atau tebusan adalah bagian  yang urgen dan inti dari khulu', karena 

tanpa adanya iwadl maka khulu' tidak akan terjadi. 

d. Sighat. 

Lafadl yang digunakan dalam  khulu‟ diperbolehkan dengan  

menggunakan lafadz atau lafadz khuluk. 

e. Suami. 

Karena suami yang akhirnya melafadzkan  sighat  khuluk yang 

mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan berlaku talak ba'in bagi 

keduanya.
105
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Pendapat lain dikemukakan Amir Syarifuddin bahwa rukun khulu' ada 

empat (pertama, suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan; kedua, istri 

yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan; ketiga, uang tebusan atau 

iwad; keempat, alasan untuk terjadinya khulu'.
106

 

Adapun tentang syarat khulu', maka menurut Ibnu Rusyd mengenai syarat-

syarat diperbolehkannya khulu', ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh 

dipakai khulu' dan ada juga yang berkaitan dengan sifat (keadaan) dimana khulu' 

boleh dilakukan. Ada juga yang berkaitan dengan keadaan wanita yang 

melakukan khulu', atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri. 

a. Harta/barang yang dipakai untuk khulu'. Dalam hal ini, syarat khulu' bisa 

dilihat dari segi : 

- Kadar harta yang boleh dipakai untuk khulu' 

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa 

seorang istri boleh melakukan khulu' dengan memberikan harta yang 

lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami jika 

kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau bisa juga memberikan yang 

sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Segolongan fuqaha lain 

berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari 

mahar yang diberikan kepada istrinya. 

Bagi fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam khulu' 

dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka merekaberpendapat 

bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang 
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memegang hadis secara dhahir, maka mereka tidak membolehkan 

pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar. Mereka seolah-

olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta 

tanpa hak.
107

 

- Sifat harta pengganti 

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut 

harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik 

membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta 

yang belum ada. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya 

kemiripan harta pengganti khulu' dengan harta pengganti dalam hal jual 

beli, barang-barang hibah, atau wasiat. 

Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam khulu' 

dengan jual beli, mereka mensyaratkan padanya syarat-syarat yang 

terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Sedang bagi 

fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam khulu' dengan hibah, 

mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang khulu' yang 

dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha 

berselisih pendapat apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah 

mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik mengatakan 

bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu 
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Hanifah. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib 

mengeluarkan mahar misil.
108

 

- Keadaan yang dapat dan tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan khulu' 

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa khulu' boleh diadakan berdasarkan 

kerelaan suami istri, selama hal itu tidak mengakibatkan kerugian pada 

pihak istri. Dasarnya adalah Firman Allah SWT : QS:an-Nisaa 4:19: 

شًَٖۚ  ز١َِّٕ ُِّ لِشَشٖ  َٓ رفََِٰ ٓ أَْ ٠ؤَۡط١ِ َّٓ الََِّ ُ٘ٛ ُّ خٓ ءَحط١َۡظُ َِ َّٓ ٌظِزَۡ٘زَُٛحْ رزِعَۡضِ  لََ طعَۡضٍُُُٛ٘ َٚ 

Artinya: “dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali 

bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.
109

 

Selain ayat di atas yang menjadi dasar hukum yang lain adalah surat al-

Baqarah ayat 229 sebagaimana disebutkan di atas.Abu Qilabah dan Hasan Al-

Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan khulu' atas istrinya, 

kecuali jika ia melihat istrinya berbuat zina, karena mereka mengartikan bahwa 

keji dalam ayat di atas dengan perbuatan zina. Daud berpendapat bahwa suami 

tidak boleh menjatuhkan khulu' kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya 

(suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat 

tersebut secara dzahir. Adapun An-Nu'man mengatakan bahwa khulu' dapat 

dijatuhkan meskipun merugikan. 

Berdasarkan aturan fiqih, khulu‟ diberikan kepada istri sebagai imbangan 

talak yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika 
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ia membenci istri, maka khulu' diberikan kepada istri jika ia membenci suami. 

Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.
110

 

b. Istri yang Boleh Mengadakan Khulu' 

Di kalangan jumhur fuqaha telah disepakati bahwa istri yangmampu 

boleh mengadakan khulu' untuk dirinya, sedangkan perempuan hamba tidak 

boleh mengadakan khulu' untuk dirinya, kecuali dengan seizin tuannya. 

Demikian juga istri yang bodoh (safihah) adalah bersama walinya, 

sebagaimana pendapat fuqaha yang menetapkan adanya kemampuan 

atasnya. 

Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengadakan 

khulu' untuk anaknya (perempuan) yang masih kecil sebagaimana ia boleh 

menikahkannya. Demikian pula untuk anak lelakinya yang masih kecil, 

karena menurut Imam Malik seorang ayah dapat menceraikan atas namanya. 

Kemudian timbul perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang 

masih kecil (di bawah umur). Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat 

bahwa ayah tidak boleh mengadakan khulu' atas namanya, karena itu 

seorang ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya juga. 

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa, istri yang sedang sakit 

keras boleh mengadakan khulu'. jika harta tebusannya sebesar warisan dari 

suaminya. Tetapi Ibnu Nafi' mengatakan bahwa istri yang sakit tersebut 

dapat mengadakan khulu' dengan sepertiga dari jumlah harta 

seluruhnya.Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila istri mengadakan 
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khulu' sebesar mahar misilnya, maka hal itu diperbolehkan, dan harta 

tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar 

misil, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok. 

Adapun istri yang terlantar (Al-Muhmalah), yakni yang tidak memiliki 

wasi dan ayah, maka Ibnu Qasim berpendapat bahwa ia boleh mengadakan 

khulu' atas dirinya sebesar mahar misil. Jumhur ulama mengatakan bahwa 

istri yang dapat menguasai dirinya boleh mengadakan khulu'. Sebaliknya 

Al-Hasan dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa ia tidak boleh mengadakan 

khulu' kecuali dengan ijin penguasa. Mengenai rukun khulu', selain dua hal 

tersebut di atas (adanya harta yang digunakan. dan istri yang mengadakan 

khulu') juga harus ada ucapan khulu'.
111

 

Ibnu Qayim menyangkal pendapat tersebut, katanya, Barangsiapa 

yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian bukan 

hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja tentu akan menganggap khulu' 

sebagai fasakh. bila diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata 

talak. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat murid-murid Imam 

Ahmad. Juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan diriwayatkan 

oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Barang siapa hanya 

melihat dan berpegang kepada lafal-lafal itu, dan memperhatikannya pula 

bagaimana adanya dalam hukum akad, tentu ia akan menentukan lafal talak 

untuk talak saja. 
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Selanjutnya Ibnu Qayim melemahkan pendapat ini. katanya, Orang 

yang membaca fiqh dan ushul fiqh akan dapat menyaksikan bahwa dalam 

akad yang diperhatikan adalah hakikat dan maksud akadnya, bukan 

formalitas dan sekadar kata-kata yang diucapkannya. Alasannya ialah 

bahwa Nabi SAW. pernah menyuruh Tsabit Ibnu Qais agar menalak istrinya 

secara khulu'. dengan sekali talak. Selain itu Nabi SAW. menyuruh istri 

Tsabit untuk beriddah sekali haid. Hal ini jelas menunjukkan fasakh, 

sekalipun terjadinya perceraian dengan ucapan talak.
112

 

Di samping itu, Allah SWT juga menghubungkannya dengan hukum 

fidyah, karena memang ada fidyahnya. Telah diketahui bahwa fidyah tidak 

mempunyai pernyataan dengan kata-kala khusus, dan Allah pun tidak 

menetapkan lafal yang khusus untuk itu. Talak dengan tebusan sifatnya 

terbatas dan tidak tergolong ke dalam hukum talak yang umum sebagaimana 

ia tidak tergolong kepada hukum talak yang dibolehkan rujuk kembali, dan 

beriddah dengan tiga kali suci seperti ketentuan sunnah yang sah. 

 

4. Alasan di Perbolehkannya dan Di Larang Melakukan Khulu’ 

a. Alasan di Perbolehkannya Khulu’ 

1. Suami Murtad 

2. Suami berbuat kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah 

denganberbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan 
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nasehatkepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan 

menerima. 

3. Suami melarang dan menghalangi isteri untuk melaksanakan 

kewajiban-kewajibanagama, seperti kewajiban shalat lima waktu, 

kewajiban zakat ,menuntut ilmu syar‟i yang hukumnya fardhu „ain. 

4. Suami berakidah dan bermanhaj sesat dan menyesatkan dari agama 

Allah yang lurus dan haq. 

5. Suami bersikap kasar, keras dan berakhlak buruk. 

6. Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi isteri. 

7. Isteri merasa benci dan sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya, 

bukan karena agama dan akhlaknya, tapi karena khawatir tidak bisa 

memenuhi haknya. 

b. Alasan di Larang Melakukan Khulu’ 

1. Dari sisi suami. Apabila suami menyusahkan isteri dan memutus 

hubungan komunikasi dengannya atau dengan sengaja tidak 

memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar 

tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai. 

2. Dari sisi isteri. Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan 

rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun 

pertengkaran serta tidak ada alasan lain yang syar‟i. 

5. Hikmah Khulu’ 

Adapun hikmah disyari‟atkan khulu‟ adalah: 
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a. Menyelesaikan isteri dari belenggu suami yang tidak baik Khulu‟ terjadi 

bisa karena isteri membenci suaminya yang memiliki akhlak tidak baik. 

Apabila rumah tangga mereka dilanjutkan maka istiri akan menderita. 

Maka untuk lepas dari suami, Allah memberi jalan keluar yaitu dengan 

khulu‟. 

b. Menghindari dari mudharat (bahaya) atau ancaman rumah tangga yang 

tidak baik. Pada masa Jahiliyah, wanita tidak mempunyai hak sama 

sekali bahkan bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup 

disebabkan mereka menganggap itu sebagai aib. Dengan datangnya 

Islam, semua hal itudirubah wanita mempunyai kedudukan yang 

terhormat memberikan perlindungan yang besar pada wanita.Apalagi bila 

suami berlaku aniaya terhadap isteri maka hal itu mengakibatkan isteri 

boleh mengajukan khulu‟. 

c. Penyelesaian yang baik dengan mengembalikan lagi harta suami yang 

pernah diberikan pada isteri.
113

 

Selain dua hikmah diatas yang terpenting dari khulu‟ adalah ia merupakan 

solusi terbaik terhadap perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga yaitu 

dengan mengembalikan lagi harta suami yang pernah diberikan pada istri. 

6. Akibat Hukum Khulu’ 

Khulu‟ yang dijatuhkan suami berakibat sebagai berikut: 

a. Terhadap Bilangan Thalak 
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Ulama yang berpendapat bahwa khulu‟ adalah bilangan thalak maka 

berakibat berkurangnya bilangan thalak suami. Hal ini disebabkan karena 

khulu‟ satu kali thalak ba‟in dan mengakibatkan berkurangnya jumlah sisa 

thalak yang dimilki suami.
114

 Bila suami mengkhulu‟ isterinya sekali maka 

jatuh untuk menthalak isterinya hanya tinggal dua kali. Bila suami telah 

menjatuhkan thalak dua kali kepada isterinya kemudian suami 

mengkhulu‟nya maka suami tidak boleh kembali kepada isterinya sebelum 

isterinya tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, bergaul dan cerai 

dengan suaminya yang kedua karena dengan khulu‟itu telah sempurnalah 

thalaknya yang ketiga kalinya. Sedangkan bila khulu‟iu dianggap fasakh 

maka akibatnya tidak mengurangi bilangan thalak sama sekali. Jika suami 

telah menthalak isterinyadua kali, setelah itu ia mengkhulu‟ isterinya maka 

mereka boleh menikah kembali tanpa menunggu isteri menikah dan bercerai 

dulu dengan orang lain karena khulu‟ tidak mengurangi bilangan thalak. 

b. Terhadap Masa Iddah 

Para ulama yang menganggap khulu‟ adalah thalak ba‟in maka masa 

iddahnya adalah tiga kali quru‟. Iddah tersebut sesuai dengan iddah wanita 

yang dithalak, Imam Turmidzi menyatakan, para ulama dari kalangan 

sahabat dan juga yang lainnya berpendapat bahwa iddah wanita yang 

melakukan khulu‟sama dengan iddah wanita yang dithalak yaitu tiga kali 

quru‟. Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi‟i dalam suatu riwayat yang 

masyhur menyatakan bahwa wanita melakukan khulu‟adalah sama dengan 
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iddah wanita yang diceraikan yaitu dengan tiga kali quru‟ jika ia termasuk 

wanita yang sedang haid hal itu juga pendapat Sa‟id bin Musayyab, 

Sulaiman bin Yasar,Urwah, Salim, Abu Salamah, Umar bin Abdul Aziz, 

Ibnu Shihab, al-Hasan,asy-Sya‟bi, Ibrahim an-Nakhai, Abu Iyyadh, Khalas 

bin Umar, Qatadah,Sufyan Tsauri, al-Auza‟i, al-Laits bin Sa‟ad, Abu al-

Uba‟id.
115

 Imam Turmidzi mengatakan, yang demikian itu merupakan 

pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat. Menurut pendapat mereka 

bahwa khulu‟itu adalah thalak, sehingga seorang wanita yang melakukan 

khulu‟ harusmenjalani masa iddah sebagaimana wanita-wanita yang 

diceraikan suaminya. Sedangkan pendapat yang menyatakan khulu‟ itu 

fasakh, maka iddahharus dijalaninya selama satu kali haid sesuai dengan 

hadist at-Turmudzi yangtelah penulis sebutkan sebelumnya. An-Nasa‟i, 

Usman,Ibnu Abbas, Imam Ahmad juga berpendapat bahwa wanita yang 

dikhulu‟ itu masa iddahnya satu kali haid.
116

 Hadist tersebut menunjukkan 

bahwa iddah dalam khulu‟ hanya satu kalihaid, juga menunjukkan bahwa 

khulu‟ hanya sebatas fasakh saja tidak sampai thalak. Karena iddah wanita 

yang dithalak itu tiga kali quru‟.  

c. Suami Tidak Boleh Ruju‟ Pada Masa Iddah 

Menurut nash al-Qur‟an, Hadist dan Ijma‟ tidak ada rujuk dalam khulu‟.
117

 

Hal ini ditetapkan baik dalam anggapannya sebagai fasakh maupun thalak. 

Demikian pendapat mayoritas ulama , diantaranya alasan al-Bashri,Atha, 
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Thawus,Nakha‟i, Auza‟i, Malik, Syafi‟i dan Ahmad. Abu Tsaur berkata,jika 

khulu‟ itu disampaikan denagn lafaz thalak, maka suami memiliki hakrujuk,  

Karena rujuk merupakan suatu hak dalam talak, sehingga ia tidak gugur 

oleh tebusan.
118

 Adapun jika kedua belah pihak ingin kembali maka dapat 

ditempuh dengan cara mengulang kembali akad nikah baru. 

d. Hak Isteri Dalam Masa Iddah 

Wanita yang melakukan khulu‟ tidak berhak mendapatkan nafkah „iddah 

kecuali jika dia sedang hamil.
119

Hal ini berdasarkan firman Allah QS: At-

Thalaaq:65: 6: 

ضِ كَ  ٌََٰ ْٚ َّٓ أُ اِْ وُ َٚ  
ًَّۚٓ ِٙ َّٓ ٌظِض١َُِّمُٛحْ ع١ٍََۡ ُ٘ٚ لََ طضَُخسُّٓ َٚ  ُۡ ؿۡذِوُ ُٚ  ٓ ِِّ ٓۡ ك١َۡغُ عَىَٕظُُ  ِِ  َّٓ ًٖ أعَۡىُُِٕٛ٘ ّۡ

 َٰٝ َّٓ كَظَّ ِٙ ُۡ فَ فؤََٔفمُِٛحْ ع١ٍََۡ َٓ ٌىَُ ْۡ أسَۡضَعۡ ِ  فبَ
ًَّۚٓ ٍَُٙ ّۡ َٓ كَ شُٚحْ ر١َٕۡىَُُ ٠ضََعۡ ِّ أۡطَ َٚ  َّٓ َّٓ أؿُُٛسَُ٘ حطُُٛ٘ َٔ  ٔ

  َٰٜ ُۡ فغََظشُۡضِعُ ٌَُٗٓۥ أخُۡشَ اِْ طعََخعَشۡطُ َٚ عۡشُٚفِٖۖ  َّ  رِ
 

 

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin,”. 

 

7. Khulu’ dalam Pengadilan Agama  

Suatu gugatan perceraian akan diakui negara dan akan memiliki kekuatan legal 

formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang 

Hakim.
120

Untuk mengajukan gugatancerai atau khulu‟, seorang istri  
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atau wakilnya dapat mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat 

tinggalnya. Bagi yang tinggal di Luar Negeri, gugatan diajukan di PA 

 Khulu' sebagaimana halnya talak, dapat dilakukan secara langsung antara 

suami istri tanpa melibatkan hakim dan pengadilan agama. Seperti dikatakan 

Imam Nawawi dalam Al-Majmuk Syarh al-Muhadzab: “Khulu' dapat dilakukan 

tanpa hakim karena khuluk merupakan pemutusan akad dengan saling sukarela 

yang bertujuan untuk menolak kemudaratan. Oleh karena itu ia tidak 

membutuhkan adanya hakim sebagaimana iqalah dalam transaksi jual beli”.
121

  

Walaupun khulu' dapat dilakukan di luar pengadilan, namun secara formal 

itu tidak diakui negara. Untuk mengesahkannya secara legal formal menurut 

undang-undang Indonesia, maka pihak yang berperkara tetap harus 

mengajukannya ke Pengadilan Agama.
122

 Harus juga diingat, bahwa proses 

perceraian di Pengadilan Agama dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah 

persyaratan yang ditentukan. Seperti, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), suami tidak memberi nafkah, ditinggal suami selama 2 tahun berturut-

turut dan lain-lain.
123

 

8. Waktu Khulu’ 

Sepakat para ahli fiqh bahwa Khulu‟ boleh dijatuhkan pada 

masa haidh, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampuri 

atau yang telah dicampuri Pendapat ini berdasarkan pengertian umum 
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ayat 229 surat Al-Baqarah dan Hadist Ibnu Abbas yang tidak 

menyebutkan waktu-waktu Khulu‟,Alasannya adalah bahwa didalam 

Khulu‟ istilah yang menginginkan perceraian itu terjadi dan ia meminta 

berpisah dengan suaminya dengan menebus dirinya serta ia rela 

beriddah lebih lama. Lamanya masa iddah itu ditetapkan sedemikian 

rupa adalah untuk menjaga hak suami dan hak isteri setelah terjadi 

perceraian itu berarti bahwa isteri bersedia mempunyai masa iddah 

yang lama meskipun pada prinsipnya merugikan dirinya sendiri dari 

akibat atas permintaan Khulu‟ dari suaminya
124

 

9. Faktor-faktor Umum Terjadinya Cerai Gugat 

Syari‟at Islam memberikan manusia hak dan kewajibannya masingmasing, 

oleh karena itu terjadi keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Begitu juga 

dengan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri, pada dasarnya tidak dilakukan 

begitu saja, tetapi di dalamnya memerlukan proses yang berat. Keretakan di dalam 

rumah tangga biasanya dipicu oleh ketidakharmonisan hubungan suami istri, yang 

diawali oleh perselisihan, ketidakpercayaan dan kesalahpahaman baik itu dari 

pihak istri maupun suami. Hingga pada akhirnya terjadi perceraian: 

1. Meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami istri Faktor yang 

menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah 

tangga pada dasarnya lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. 

Dalam menjalin sebuah perkawinan suami harus bisa memenuhi 

kebutuhan (pekerjaan) dalam rumah tangga. karena ini adalah awal untuk 
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mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan 

berorientasi pada pengumpulan basis material, karena itu ekonomi menjadi 

hal yang sangat signifikan dalam menata sebuah keluarga
125

.Apabila 

sebuah keluarga selalu bekerja siang dan malam tanpa ada sedikitpun 

waktu untuk keluarga maka konsekuensinya adalah tanggung jawab 

masing-masing pada keluarga akan terbengkalai, maka konsekuensi 

lanjutannya adalah hilangnya rasa saling memiliki dalam keluarga ini 

diindikasikan dengan tidak adanya tanggung jawab dengan meninggalkan 

kewajiban sebagai bagian dari anggota keluarga. 

2. Perselisihan/syiqoh 

Pengertian syiqohmenurut bahasa adalah “perkelahian, pembatalan, 

perpecahan, perselisihan”. Adapun menurut istilah ahli tafsir, syiqaq yaitu 

pertentangan, dan dikatakan syiqaq yaitu pembantahan, perselisihan 

danpermusuhan. Sedangkanasal kata syiqaq adalah “as-syiqun” yang 

artinya sisi, karena masing-masing dari kedua belah pihak berada pada sisi 

yang berlainan
126

. 

Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang terjadi terus menerus 

selama mengarungi bahtera rumah tangga. perselisihan umumnya dipicu 

oleh rasa cemburu istri kepada suaminya atau sebaliknya sehingga 

menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. 

3. Krisis moral 
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Krisis moral merupakan faktor yang hendak mengeksplorasi tentang 

tindak-tindak kekerasan dalam rumah tangga. kekerasan dalam rumah 

tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada istrinya. Praktik 

patalogis sering bersumber dari stres karena kecapean atau memang suami 

mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan, memakai obat-

obatan terlarang atau melakukan zina dan sebagainya
127

 

 

10. Hukum Khulu’ 

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtasid karangan Ibn 

Rusyd Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya khulu‟ yaitu 

dengan alasan:  

a.  Khulu‟ disesuaikan pada suatu keadaan yang pada keadaan tersebut 

menjadi diperbolehkannya untuk khulu‟ dari suatu keadaan yang tidak 

diperbolehkan menjadi boleh. Menurut Jumhur, Khulu‟ diperbolehkan 

karena sebab ridlonya suami dan istri, apabila tidak ada kerelaan atas 

suami istri, maka hal tersebut akan dapat menyakiti salah satu pihak 

bahkan jika tidak ada keridloan dari salah satu pihak, maka salah satu 

pihak akan merasa dirugikan. Dari pernyataan tersebut, jika antara suami 

istri akan memutuskan sebuah tali perkawinan, maka haruslah ada suatu 

kerelaan antara keduanya. 

b. Diperbolehkan apabila setiap saat keadaan tersebut menimbulkan dharurat, 

maksudnya adalah apabila perkawinan itu tetap diteruskan, maka bisa 

                                                           
127

 Ibid., hlm. 31 



73 
 

 
 

terjadi antara suami istri keadaan yang tidak dapat bersatu. Seperti contoh, 

terjadinya pertengkaran. syiqoq antara suami istri yang terus menerus. Jika 

keduanya tidak diputuskan untuk bercerai, maka akibatnya bisa jadi 

sampai mengacu adanya penganiayaan terhadap suami/istri. 

c. Tidak diperbolehkan kecuali khulu‟ melihat istrinya berzina. Maksud dari 

kalimat tersebut, suami boleh menceraikan istrinya atas dasar zina. 

Bahwasanya suami telah melihat istri berzina dan jika istri meminta khulu‟ 

kepada suami, maka suami berhak untuk menceraikannya, Karena pada 

dasarnya zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. 

d. Diperbolehkan khulu‟ apabila khawatir orang tersebut tidak bisa 

melakukan ketentuan-ketentuan atau melanggar hukum Allah.
128

 

Alasan diatas diperkuat dengan kitab Mizan Kubro karangan Abi „Abdillah 

Muhammad Ibni „Abdur Rahman, yang menjelaskan bahwasanya 

diperbolehkannya khulu‟ jika istri melihat kelakuan suami berlaku buruk atau 

dalam menggauli tidak sewajarnya.
129

 

Sedangkan di dalam UU.No.1 Tahun 1974 pada pasal 116, perceraian 

dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 

luar kemampuannya. 
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c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami. 

f.     Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

g. Suami melanggar taklik talak. 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 

dalam rumah tangga. 

i.    Jadi seorang istri diberi hak untuk mengajukan khulu‟ bila ada alasan yang 

memang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan 

syari‟at.
130

 

11. Shighot khulu’ 

khulu‟ merupakan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan 

membayar iwadh kepada suaminya, maka shighat khulu‟ atau ucapan yang 

diucapkan oleh suami kepada istrinya atas permintaan istri, misalnya “kau ku 

talak dengan membayar seratus ribu rupiah”.  

Islam akan memandang bahwa ibadah itu akan diserta sah apabila 

seseorang akan menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari‟at Islam 

serta dapat dilaksanakan aturan itu secara baik, seperti halnya dapat memenuhi 
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syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari‟at itu sendiri yang harus dipenuhi agar 

segala sesuatunya dapat mecerminkan bukti taatnya dalam aturan tersebut. 

Sehingga orang akan lebih mudah untuk mengamalkan dan melaksanankan serta 

mengerti, memahami dan mengikuti langkah-langakah yang harus ditempuh 

dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan yang akan dilakukan. 

Realita ini terbukti bahwa ajaran agama Islam mempunyai aturan yang 

sangant lengkap, yang tidak ada tandingannya dengan aturan agama manapun. 

Sehingga apabila seorang ingin melakukan aktifitas untuk melakukan suatu 

perbuatan ibadahj harus melihat apakah yang dilakukan itu telah memenuhi syarat 

atau belum. Tetapi apabila ia belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan 

itu maka ibadah itu dipandang kurang sempurna.  

Begitu pula dengan halnya persoalan perkawinan dan perceraian (kulu‟) 

yang juga harus diperhatikan apakah memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan oleh agama atau belum, sehingga akan memudahkan proses 

pelaksanaannya. Oleh sebab itu proses persyaratan yang ditetapkan pada 

perceraian karena talak dapat pula diterapkan dalam khulu‟ akan dipandang san 

dan sempurna apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Adanya kerelaan dan persetujuan 

Para ali fiqih sepakat bahwa perceraian dengna jalan khulu‟ dapat dilakukan 

berdasarkan atas kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat adanyan kerugian 

pada kedua belah pihak orang lain  

Namun Ibnu Qayyim menyangkal pendapat tersebut, katanya: “Barangsiapa 

yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian bukan 
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hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja, tentu akan menganggap khulu‟ 

sebagai fasakh, bila diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata 

“talak”.Pendapat ini merupakan salah satu pendapat murid-murid Imam 

Ahmad.Juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan diriwayatkan oleh 

Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata “Barang siapa yang hanya 

melihat dan berpegang kepada lafal-lafal saja, dan memperhatikannya pula 

bagaimana adanya dengan hukum akad, tentu ia akan menentukan lafal talak 

untuk talak saja
131

. Selanjutnya Imam Malik dalam buku Abdurrahman al-

Zajiry berpendapat bahwa syarat sighat khulu‟itu ada 3 yaitu: a) Harus 

diucapkan, menggunakan kalimat yang menunjukan atas talak, baik kata-kata 

sharih atau kinayah, apabila hanya perbuatan yang menunjukan atas talak tanpa 

diucapkan, maka tidak jatuh khulu‟ atasnya. b) Qabul dalam satu majelis c) 

Mengucapkan ijab dan qabul harus sesuai dengan kadar hartanya, “aku talak 

kamu dengan 300.000” kemudian dijawab: “sayaterima 300.000 itu” 

Demikianlah pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) tentang rukun dan 

syarat khulu‟. 

 

12. Sebab- Sebab Khulu’ 

 Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtasid karangan Ibn 

Rusyd Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya khulu‟ yaitu 

dengan alasan: 
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a.   Khulu‟ disesuaikan pada suatu keadaan yang pada keadaan tersebut menjadi 

diperbolehkannya untuk khulu‟ dari suatu keadaan yang tidak diperbolehkan 

menjadi boleh. Menurut Jumhur, Khulu‟ diperbolehkan karena sebab ridlonya 

suami dan istri, apabila tidak ada kerelaan atas suami istri, maka hal tersebut 

akan dapat menyakiti salah satu pihak bahkan jika tidak ada keridloan dari 

salah satu pihak, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan. Dari 

pernyataan tersebut, jika antara suami istri akan memutuskan sebuah tali 

perkawinan, maka haruslah ada suatu kerelaan antara keduanya. 

b.    Diperbolehkan apabila setiap saat keadaan tersebut menimbulkan dharurat, 

maksudnya adalah apabila perkawinan itu tetap diteruskan, maka bisa terjadi 

antara suami istri keadaan yang tidak dapat bersatu. Seperti contoh, terjadinya 

pertengkaran. syiqoq antara suami istri yang terus menerus. Jika keduanya 

tidak diputuskan untuk bercerai, maka akibatnya bisa jadi sampai mengacu 

adanya penganiayaan terhadap suami/istri. 

c.    Tidak diperbolehkan kecuali khulu‟ melihat istrinya berzina. Maksud dari 

kalimat tersebut, suami boleh menceraikan istrinya atas dasar zina. 

Bahwasanya suami telah melihat istri berzina dan jika istri meminta khulu‟ 

kepada suami, maka suami berhak untuk menceraikannya, Karena pada 

dasarnya zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. 

d.   Diperbolehkan khulu‟ apabila khawatir orang tersebut tidak bisa melakukan 

ketentuan-ketentuan atau melanggar hukum Allah.
132

 

13. Pendapat Ulama Tentang Khulu’ 

                                                           
132  Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm 57 
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  Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan 

khulu‟sebagai talak atau. fasakh. Imam Malik dalam kitabnya al- 

Muwatta‟menyatakan sebagai berikut:  

الْمُسَیَّب وَ سُلَیْمَان بْنُ یَسَار وَبْنُ شِھَا بٍ كَا نُوحَدَثَنِى عَنْ مَا لكٍِ انَُّھ بَلغََھ انََّ سَعِیْدِ بْنِ                                                                                                   

ة الْمُطَلَّقَة ثَلاَ ثَةَ قرُُ وْءوی ة الْمُخْ تَلعَِة مِثْلُ عِدَّ 133قوُْ لوُْ نِ عِدَّ     

Maksudnya: “Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah 

mendengar bahwa Sa‟id ibn al-Musayyab, Sulayman ibnu Yasar dan 

Ibn Shihab mereka berkata bahwa seorang wanita yang meminta 

cerai kepada suaminya dengan membayar iwad masa „iddahya 

seperti seorang wanita yang bercerai tiga periode menstruasi atau 

suci”. 

 

Sementara Imam Abu Hanifah menyamakan khulu‟ dengan talak, sedangkan 

Imam Syafii menyamakan khuluk dengan fasakh demikian pula Imam Ahmad. 

Sebagaimana dijelaskan didalam kitab Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al 

Alfuqlasid: 

ا فعِِى وَھُوَ فَسْخُ وَبھِِ قَالَ احَْمَد و لاقَ وَ الْفَسَخ وَقَالَ الشَّ 134دَاوُدَ وَمِن الصَحَا بَةِ وَاِ بْنُ عَبَّاس ابَُوْ حَنیِْفَةَ سَوَى بَیْنَ الطَّ  

 Maksudnya: “Imam Abu Hanifah menyamakan khulu‟” dengan talak dan fasakh 

secara bersamaan. Sedangkan Imam syafiiberpendapat bahwa 

khulu‟” itu adalah fasakh. Demikian pulapendapat Imam Ahmad, 

Imam Abu Daud dan Ibnu Abbas ra “. 

 

Hal ini juga disebutkan didalam kitab Al-Mabsuth, kita mazhab Imam Abu 

Hanifah:  

 

                                                           
Al- Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, al -Muwatt Malik, (Mesir: Tijariyah Kubra, tth), 

hlm., 345. 
134 Ibnu Rusyd, Bidciyah al Mujtahid Wa Nihdyah al Miqlasid, (Beirut: Dar AI-Jiil, 1409 H/1989), Juz 11, hlm., 5 7-5 8 
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حرَِح  ُ٘ٛح َٚ َٚ ُٙ اللهُ  َّ يِ حٌشَّخ فعِِٝ سَكِ ْٛ َٚ فِٝ لَ ْٕذَ ٔخَ  ٌْخٍُعُُ ؿَخ  ـِٕشَُ عِ ؿِٙخَ فخَ  ْٚ ْٓ صَ ِِ شْحسََ  َّ ٌْ حخْظٍَعََض ح

 ُْ ُْٕٙ لَخ رشَِ سَضِٝ الله عَ ٗ حٌصَّ َِ ي عَخ  ْٛ ُْٕٙ حٌَِٝ لَ ِٓ عَزَّخ طٍ سَضِٝ الله عَ ِٓ حرْ ِٜٚ عَ شْ َِ  َٛ ُ٘ َٚ فغَخُ 

خ حفْظذََصْ رِٙ حِ ٌَٝ حعِْظذََيُ حٌشَخ فِ  َّ خ ف١ِْ َّ ِٙ ْْ لخَيَ فلَََ ؿُٕخَ فَ ع١ٍََْ ِْ حٌَِٝ حَ طخَ شَّ َِ يِ طعََخ ٌَٝ حٌطلََقَُ  ْٛ عِٝ رمَِ

خ غ١َْشُُٖ  ؿ  ْٚ ْٕىِقُ صَ ْٓ رعْذِ كَظَّٝ طَ ِِ  ٌَُٙ ًَّ ْْ طٍَمََٙخَ فلَََ ٠لَِ ِ ْْ لخَيَ فخَ 135حَ  

 

Maksudnya: “Ketika wanita telah khulu‟ dari suaminya, maka khulu‟ itu 

diperbolehkan, dan khulu‟ itu adalah talak bain menurut pendapat 

kami, dan menurut pendapat Imam Syafii Rahimahumullah khuluk 

adalah fasakh pendapat beliau berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA. 

sampai pendapat mayoritas sahabat RA. dalil Imam Syafii adalah 

firman Allah SWT, talak (yang dirujuk) itu dua kali samapai firman 

Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarnya samapi firman Allah 

SWT. Kemudian jika si suami menlalaknya sesudah talak yang kedua), 

maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin 

dengan suami yang lain “. 

Sementara Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa „iddah khulu‟ adalah satu kali 

suci. Sebagaimana disebutkan didalam kitabnya Majmu „ Al- Fatwa: 

لفَ وَ  الْخَلفَ فَظَا ھَرَ مَذْھَبُ الْا مَا م اَ حْمَد وَاَ صْ  ھَذِهِ الْمَسْا لةَُ فِیْھَا نَزَاعَ مَشْھُوْ ر بَیْنَ السَّ

ا ت كاَ نَ  كَاح وَلَیْسَ مِن الطَلاقَِ الثَلاَ ثِ فَلوَْ خُلعُھَا عَشَرَ مَرَّ حَا بِھ انََّھُ ورقة بَا ـ نَِةٌ وَفَسْخُ للنَّ

ا غَیْرُهُ . وَھُوا احََدٌ قَوْ لى الشَا فِعِى وَاِحْتَارَهُ لھَُ انَْ یَتَزَوَ جَھَا بَعَقْدِ جَدِ یْدِ قِیْلَ انَْ تَنْكِحَ زَوْ ج  

فَِةٌ نَصَرُوْ هُ وَھَذَا قَوْ لٌ جُمْھُرْ فُقَھَاء   هطَا ـ فَِةُ مِنْ اصَْحَا ب راویة وابثور وَنَصَرُوْ هُ وَ طَا  ـ

136رَمَةكَطَا وُوسْ وَعَكْ  ه عَبَاسٍ وَاصْحَا بِ وداوو وابن حزیمة وھو ثابت ان ابن عباس   

                                                           
135

 Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, Kitab Al-Mabsuth, (Beirut: Darul Kitab Al-hatiyah, 1993)), hlm., 171 
136

 Ibnu Taimiyyah, Majmu‟A1-Fatwa, (Bairut: Dar Al-I1miyyah, 728 H), JUZ. XXXIII 

hlm., 183 
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Artinya: “Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: Masalah ini, terdapat 

perbedaan pendapat yang masyhur antara salaf dan khalaf Zhahir 

madzhab Ahmad dan para sahabatnya (diantaranya Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah) menyatakan (Al- Khulu) adalah faskh nikah dan bukan thalak 

yang tiga. Seandainya suami melakukan khulu‟ sepuluh kali pun, ia 

masih boleh menikahinya dengan akad nikah baru sebelum menikah 

dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu pendapat Asy- Syafi‟i, 

dan mayoritas fuqaha ahli hadits, seperti Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur, 

Dawud, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan yang benar dari pendapat 

Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat beliau seperti Thaawus dan Ikrimah. 

 

14. Pendapat Para Ulama Tentang Khuluk Berupa Jasa 

Jika suami berlaku kejam atau perbuatan-perbuatan lain yang sekiranya bisa 

mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, 

para ulama sepakat bahwa seorang isteri boleh menggunakan haknya untuk 

meminta cerai (khuluk). Islam dengan mengijinkan adanya gugat cerai yang 

dituntut oleh isteri telah menolong banyak keluarga Muslim serta menghindarkan 

kesengsaraan atas anak-anak yang disebabkan percekcokan dan pertikaian antara 

suami dan istri. 

Apabila khuluk berawal dari ketidaksukaan isteri terhadap suami. Dengan 

kesepakatan suami isteri menerima khuluk, kemudian isteri menyerahkan harta 

agar suaminya mentalak dirinya, sedangkan keadaan mereka cukup senang dan 

akhlak mereka berdua pun sesuai, maka menurut empat mazhab khuluk tersebut 

sah dan berlakulah konsekuensi-konsekuensi dan akibat-akibat hukum yang 

dilahirkannya. Kendati demikian, mereka menyatakan bahwa khuluk seperti itu 

makruh (tidak disukai) hukumnya. Sedangkan menurut Imamiyah, khuluk seperti 
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itu tidak sah dan suami yang menalak isterinya tidak berhak memiliki harta yang 

diserahkan isterinya itu.
137

 

 Berbicara masalah khuluk, ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut 

diantaranya adalah : 

Ulama Malikiyyah misalnya, mereka menetapkan khuluk atau cerai dengan 

membayar.
138

 di samping itu, menurut Imam Malik, seorang isteri boleh 

melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang 

diterimanya dari suaminya, jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau 

memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Imam Malik juga 

membolehkan harta yang tidak diketahui wujudnya dan kadarnya dapat dijadikan 

sebagai iwadh dalam khuluk, seperti hewan yang lepas atau lari, dan buah yang 

belum matang.
139

 

  Jika harta tersebut hilang atau rusak atau gugur, maka suami tidak dapat 

apa-apa, tetapi isteri tetap tertalak bain karena khuluk dihukum talak bain. Ulama‟ 

Hanafi menerangkan bahwa khuluk merupakan berakhirnya hubungan perkawinan 

yang diperkenankan, baik dengan mengucapkan kata khuluk ataupun kata lain 

yang berarti sama.
140

 

  Khuluk tersebut termasuk talak bain. Karena menurut Abu Hanifah khuluk 

tersebut dihukumi talak bain (talak yang tidak diperbolehkan rujuk lagin oleh 
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 Muhammad Jawad  Mughniyyah, Al-Fiqh A‟la al-Mahdzabil al-Khamsah, Terj. Masykur 

A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta : Lentera, 2001, hlm. 457. 
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Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990, hlm. 275. 
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suami). Selain itu khuluk disamakan dengan talah dan fasak secara bersama-sama. 

Mengenai iwadh atau harta yang digunakan dalam khuluk, Abu Hanifah 

mensyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut.
141

 

  Pendapat ini sesuai dengan pendapat Syafi‟i dalam madzhab qadimnya. 

Kemudian tentang iwadh, Hambali tidak menyukai khuluk dengan jumlah yang 

lebih besar dari maskawin atau mahar yang pernah diberikan oleh suami. 

berpendapat bahwa khuluk dihukum talak bain (talak yang tidak membolehkan 

rujuk lagi oleh suami). Kemudian mengenai pembayaran dalam khuluk 

disebabkan atas suatu kesepakatan. Apa saja yang dibolehkan untuk menjadi 

maskawin, baik sedikit, banyak, hutang, barang, harta dan manfaat, boleh juga 

menjadi ganti rugi dalam khuluk.
142

 

  Sedangkan mengenai pendapat para ulama tentang dapatkah iwadh khuluk 

berupa jasa atau manfaat seperti menyusukan atau merawat anak menjadi 

perbincangan di kalangan ulama. Imam Syafi'i misalnya berpendapat boleh 

menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa tertentu, dalam masa 

penyusuan tersebut dijadikan sebagai iwadh dalam khuluk, dengan alasan bahwa 

iwadh itu sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa yang 

dapat dinilai dengan harta.
143

 

  Dalam buku Fiqh Lima Madzhab dijelaskan kalau istri mengajukan khuluk 

kepada suaminya dengan tebusan berupa menyusui dan memberi nafkah kepada 

anaknya untuk waktu tertentu, maka khuluk tersebut sah dan si wanita menurut 
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kesepakatan ulama madzhab wajib melaksanakan penyusuan dan pemberian 

nafkah tersebut. Menurut Imam Khanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali, 

menegaskan bahwasannya wanita yang sedang hamil boleh mengajukan khuluk 

kepada suaminya dengan tebusan berupa menafkahi bayi yang berada dalam 

kandungannya, persis dengan kebolehan wanita yang mengkhuluk suaminya 

dengan tebusan berupa menafkahi anak yang telah lahir. Jadi pada intinya ulama 

madzhab sepakat memperbolehkan iwadh khuluk dalam bentuk jasa. seperti apa 

yang dipaparkan di atas.
144

 

 

15. Pendapat Para Ulama' Tentang Jumlah Masa Iddah Bagi Wanita Yang 

Khulu’ 

Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliyah, kemudian setelah datangnya 

Islam iddah ini dilanjutkan karena bermanfaat. Ulama' bersepakat bahwa iddah itu 

wajib, berdasarkan firman Allah: QS Al- Baqarah: 2: 228 

ءًٖۚ  ٓٚ ؼشََ لشُُ
َّٓ ػٍَََٰ ِٙ َٓ رؤَِٔفغُِ ضُ ٠ظَشََرَّصۡ طٍََّمََٰ ُّ ٌۡ ٱ َٚ 

 

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru'”.
145

 

 

Mengenai arti quru' dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan para ulama fikih. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa quru' itu artinya 

suci, yaitu masa di antara dua haid. Fuqaha lain berpendapat bahwa quru' itu ialah 

haid itu sendiri. Fuqaha yang berpendapat bahwa quru' adalah suci berasal dari 

kalangan fuqaha Amsar, seperti: Imam Malik, Imam al- Syafi'i, dan kebanyakan 
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fuqaha Madinah, juga Abu Saur, sedangkan dari kalangan sahabat antara lain: 

Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, dan Aisyah r.a. 

Adapun fuqaha yang berpendapat bahwa quru' adalah haid, terdiri dari 

Imam Abu Hanifah, al-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Abi Laila. Dari kalangan sahabat 

antara lain: Ali r.a., Umar bin Khathab r.a., Ibnu Mas'ud r.a.,dan Abu Musa Al-

Asy'ari r.a.
146

 

Al-Asram menceritakan dari Imam Ahmad bahwa para sahabat Rasulullah 

SAW yang terkemuka mengatakan bahwa quru' adalah haid. Hal itu diperkuat 

oleh Ibnu Qayyim yang mengatakan kata quru' hanya digunakan oleh agama 

dengan arti haid. Tidak satu ayat pun menggunakan kata quru' dengan arti suci 

dari haid. Oleh karena itu untuk memahami kata quru' dalam ayat di atas lebih 

baik menurut arti yang populer dari titah agama. Rasulullah telah bersabda kepada 

seorang perempuan yang berhaid, Tinggalkanlah shalatmu selama quru'mu 

(haidmu).
147

 

Perbedaan antara kedua pendapat tersebut adalah: bagi fuqaha yang 

berpendapat bahwa quru' adalah masa suci, maka apabila isteri yang boleh dirujuk 

telah memasuki haid yang ketiga, suami tidak boleh merujuk isteri tersebut dan ia 

pun menjadi halal bagi lelaki yang lain. Sebaliknya, bagi fuqaha yang 

berpendapat bahwa quru' adalah masa haid, maka isteri baru menjadi halal untuk 

dinikahi laki-laki lain sesudah lewat masa haid yang ketiga. Silang pendapat ini 

disebabkan adanya keserupaan arti pada kata quru'. Sebab, dalam bahasa Arab 
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kata ini mempunyai dua arti (musytarak) yang sama kuatnya, yaitu haid dan 

suci.
148

 

Jika dalam al-Qur'an terdapat satu kata yang mempunyai beberapa arti, 

maka semua arti tersebut boleh digunakan, selama tidak ada keterangan yang 

menentukan untuk menggunakan salah satu arti saja. Jika sudah jelas kata quru' 

dipakai dengan arti haid, maka sudah jelas bahwa itu memang arti yang 

sesungguhnya. Dengan demikian, maka arti kata quru' adalah haid. Hal ini juga 

ditunjukkan oleh susunan kalimat surat al-Baqarah ayat 228 tersebut. Begitulah 

pendapat kebanyakan ahli tafsir. Terwujudnya janin dalam rahim hanya terjadi 

selama perempuan masih mengalami haid. Juga dalam Firman Allah SWT.QS: 

 
 ُۡ  ـِٟ ٌَ

ٓ ٱٌََّٰ َٚ ؼشَُ أشَۡٙشُٖ 
َّٓ ػٍَََٰ طُُٙ ُۡ فعَِذَّ ِْ ٱسۡطزَۡظُ ُۡ اِ ٓ ِّٔغَخثٓىُِ ِِ ل١ِضِ  َّ

ٌۡ َٓ ٱ ِِ  َٓ  ـِٟ ٠جَغِۡ
ٓ ٱٌََّٰ َٚ َٚ  ًَۚٓ ضُ ٠لَِضۡ ٌََٰ ْٚ أُ

شۦِِٖ ٠غُۡشٗح   ِۡ ٓۡ أَ ِِ ُۥ  عًَ ٌَّٗ ۡـ َ٠ َ ٓ ٠ظََّكِ ٱللَّّ َِ َٚ  
ًَّۚٓ ٍَُٙ ّۡ َٓ كَ َّٓ أَْ ٠ضََعۡ خيِ أؿٍََُُٙ َّ  ٱلَۡكَۡ

 
 

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di 

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 

iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu 

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-

perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 

melahirkan kandungannya”.  

 

Dalam ayat tersebut ditetapkan satu bulan untuk satu kali haid, dan 

hukumnya dikaitkan dengan perempuan yang sudah tidak mengalami haid, bukan 

suci dari haid atau haid. 
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Maksud ayat di atas adalah talak boleh dilakukan pada saat mereka 

menjelang masa iddahnya bukan tepat pada waktu iddahnya. Jika iddah 

perempuan yang ditalak jatuh sesudah perceraian, maka yang dimaksud sesudah 

itu adalah masa haid. Karena perempuan dalam masa suci tidak lagi menjalani 

masa suci, ia menjalani masa haid setelah sebelumnya dia berada dalam masa 

suci. 

Mengenai hal ini terdapat riwayat yang berbeda-beda dari Imam Ahmad bin 

Hambal. Diriwayatkan bahwa ia mengatakan, quru' adalah masa suci, sesuai 

dengan pendapat Zaid bin Tsabit r.a., Ibnu Umar r.a., dan Aisyah r.a., sedangkan 

pendapat dari Ibnu Mas'ud r.a. dan Ali r.a. bahwa quru' adalah haid.
149

 

Jika kata qur'un dimaksudkan untuk pengertian suci, tentu iddah menurut 

golongan pertama dapat terjadi selama dua setengah qur'un, karena mereka 

berpendapat bahwa isteri dapat beriddah dengan masa suci ketika ia dijatuhi talak, 

meskipun sebagian besar masa tersebut telah lewat. Jika demikian halnya, maka 

sebenarnya tiga kali masa suci tersebut tidak dapat disebut tiga, karena bilangan 

yang disebut tidak dilampuai secara mutlak. Padahal sebutan tiga itu jelas dipakai 

untuk kelengkapan masing-masing qur'un. 

Dengan demikian hal itu tidak akan sesuai kecuali jika kata quru' itu berarti 

haid. Karena telah terjadi ijma' bahwa apabila isteri diceraikan pada waktu haid, 

maka waktu haid ini tidak dihitung dalam bilangan iddahnya. Masing-masing 

golongan mempunyai alasan yang sama kuatnya dari segi kata qur'un. Akan tetapi 

pendapat yang diterima oleh para cendikiawan adalah bahwa ayat tersebut 
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memuat ketentuan yang mujmal (tidak gamblang) mengenai persoalan tersebut. 

Oleh karena itu harus dicari dalil untuk persoalan ini dari segi yang lain. 

Alasan paling kuat bagi fuqaha golongan kedua adalah bahwa iddah itu 

diadakan untuk mengetahui kosongnya rahim (tidak hamilnya) wanita yang 

ditalak. Sedangkan kosongnya rahim hanya dapat diketahui dengan haid, bukan 

dengan masa suci. Oleh karena itu iddah wanita yang sudah menopause adalah 

dengan ukuran hari (yakni tiga bulan). Jadi haid merupakan sebab adanya iddah 

dengan qur'un. Oleh karena itu qur'un harus diartikan haid. 

Selanjutnya fuqaha yang mengatakan bahwa qur'un adalah masa suci 

mengemukakan alasan bahwa yang menjadi pedoman bagi kosongnya rahim 

seorang wanita adalah masa perpindahan dari suci kepada haid. Oleh karena itu 

tidak ada artinya untuk berpegang pada haid yang terakhir. Jika demikian halnya 

maka bilangan tiga yang disyaratkan harus lengkap adalah masa-masa suci 

diantara dua haid. 

Kedua golongan ini mempunyai alasan-alasan yang panjang. Demikianlah 

pendapat para ulama seperti disebutkan di atas. Melihat perbedaan pendapat di 

atas, Amir Nuruddin dan Azhari Tarigan menyatakan: bagi ulama Malikiyah 

makna tsalatsata quru' adalah tiga kali haid, sedangkan Imam al-Syafi'i 

memahaminya tiga kali suci, karena Imam al-Syafi'i mengartikan quru' itu artinya 

suci. 
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Meskipun demikian jika dikonversi ke dalam hitungan hari sebenarnya 

hampir sama yaitu lebih kurang tiga bulan.
150

Sedangkan menurut Amir 

Syarifuddin, bila dibandingkan antara masa iddah menurut pendapat yang 

mengatakan tiga suci dengan tiga haid, maka masa iddah bagi yang mengatakan 

tiga haid lebih lama enam hari dibandingkan dengan yang mengatakan tiga kali 

suci.
151

 

Sebagian ulama' fiqh, diantaranya Ahmad bin Hambal salah seorang Imam 

Madzhab, Daud bin Ali Ashbihani dari kalangan ulama' fiqh, Utsman bin Affan, 

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat, semuanya berpendapat bahwa 

khuluk adalah fasakh, bukan talak. 

Ibnul Qayyim berkata: Dalil yang menunjukkan bahwa khulu‟ itu bukan 

thalak ialah, bahwasanya Allah SWT menetapkan adanya tiga akibat hukum talak 

sesudah dukhul dan belum tiga kali cerai, dan tiga akibat hukum tersebut 

bertentangan dengan akibat hukum khulu‟.  

a.  Suami berhak merujuk isterinya selama dalam iddah. 

b. Thalak itu tiga kali, maka tidak halal dikawin lagi setelah perempuan itu di 

talak tiga, kecuali jika sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan sudah 

dicampuri. 

c. Iddah tiga kali suci. 

Hadits Rasulullah SAW serta pendapat para sahabat menetapkan bahwa 

masa iddah khulu‟ hanya satu kali haid. Ada pula nash yang  
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memperbolehkan khulu‟ setelah dua kali talak, dan thalak yang ketiga 

dijatuhkan setelah terjadi khulu‟, ini membuktikan dengan jelas bahwa 

khuluk bukan thalak .
152

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa masa iddah bagi wanita yang khulu‟ 

adalah tiga kali suci (jika Ia masih keluar haidnya). Karena madzhab jumhur 

ulama berpegang pada hukum thalak, bahwasanya khulu‟ adalah thalak ba'in 

sebagaimana keterangan terdahulu dalam sabda Rasulullah SAW "Terimalah 

kebunmu dan thalaklah dia satu kali". Sedangkan fasakh, adalah merupakan 

putusan (hakim) kepada suami untuk mencerai isterinya karena adanya 

perpecahan sesama mereka, dan perceraiannya ini bukan kemauannya. Sedangkan 

khulu‟ berdasarkan kemauan bersama. Jadi khulu‟ bukan fasakh. Sebagian ulama 

diantaranya: Ahmasy, Dawud dari kalangan ahli fiqih, Ibnu Abbas, Utsman dan 

Ibnu Umar dari  kalangan sahabat berpendapat bahwa khulu‟ adalah fasakh.  

Karena Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an:dari kalangan ahli fiqih, Ibnu 

Abbas, Utsman dan Ibnu Umar dari  kalangan sahabat berpendapat bahwa khulu‟ 

adalah fasakh. 

Karena Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an: QS:Al-Baqarah:2:229 



 ِِْۖ طخَ شَّ َِ كُ 
ََٰ  sٱٌطٍَّ

 

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali”.  

 

                                                           
152

Ibid, hlm. 233 



90 
 

 
 

Kalau sekiranya khulu‟ dianggap talak, tentulah talak yang menjadikan 

suaminya tidak halal lagi dengan isterinya sesudah itu, kecuali setelah isteri kawin 

lagi dengan laki-laki lain, adalah talak keempat kalinya. Dan para ulama 

membolehkan fasakh dilakukan dengan persetujuan bersama (suami-isteri) karena 

diqiyaskan dengan masalah jual beli.
153

 

Perempuan yang dikhulu‟ tidak sama dengan dithalak, baik kita berpendapat 

khulu‟ adalah talak atau fasakh. Karena talak dan fasakh menyebabkan isteri 

menjadi orang lain bagi suaminya. Dan kalau sudah menjadi orang lain bagi 

suaminya, maka si suami tidak lagi dapat menjatuhkan thalaknya. Tetapi Abu 

Hanifah berkata: perempuan yang dikhulu‟ sama dengan dithalak. Karena itu bagi 

si suami tidak boleh kawin dengan saudara perempuan bekas isteri yang sudah 

ditalaknya tiga kali.
154

 

Perselisihan pendapat ini membawa akibat kepada iddah. Orang yang 

berpendapat bahwa khulu‟ itu sama dengan thalak, maka talaknya adalah thalak 

ba'in, sedang yang menganggap fasakh maka talaknya bukan talak ba'in. orang 

yang menceraikan isterinya sampai dua kali, kemudian mengkhulu‟nya lalu 

merujuknya maka ia berhak merujuknya meskipun Si isteri belum kawin lagi 

dengan laki-laki lain karena talaknya belum sampai tiga kali, khuluknya tidak 

mempengaruhi. Orang yang menganggap khuluk sebagai thalak berpendapat 

bahwa suami tidak diperkenankan merujuk isterinya sampai Iakawin dengan laki-

laki lain, karena dengan adanya khulu‟ itu talaknya dianggap genap tiga.
155
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C. Ketentuan Iddah Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam 

1. Sekilas Tentang Defenisi Kompilasi Hukum Islam 

Kata kompilasi berasal dari bahasa Latin compilare yangmempunyai arti 

mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang 

tersebar berserakan dimana-dimana. Dalam bahasa Inggris ditulis "compilation" 

(himpunan undang-undang),
156

dan dalam bahasa Belanda ditulis "compilatie" 

(kumpulan dari lain-lain karangan).
157

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang 

tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).
158

 

Koesno memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil 

usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua, 

kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu 

buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang 

persoalan tertentu.
159

 

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqih dalam 

bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Peng-kanun-an 

hukum syara‟.
160

 

Wahyu Widiana menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah 

sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 
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pasal, terdiri dan 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 

pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal), dan Hukum 

Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku 

untuk ketiga kelompok hukum tersebut.
161

Rumusan yang sama dikemukakan 

Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan 

kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi 

hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam 

beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut : 

- Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal 

- Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 

sampai dengan Pasal 214) 

- Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dengan 14 Pasal (dari Pasal 

215 sampai dengan Pasal 228).
162

 

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi PeradilanAgama 

sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat 

Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 

tentang pelaksanaan peraturan permerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur 

tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar‟iyah di luar pulau 

Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.
163

Dari sudut 

lingkup makna the ideal law, kehadiran Kompilasi Hukum Islam 
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merupakanrangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam 

makna kehidupan masyarakat Indonesia.
164

 

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan 

hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan 

dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam 

memutus perkara maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai 

rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, 

dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan 

kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-

undangan.
165

 

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum 

tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan tertulis sebab sebagian materi 

Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau menunjuk materi 

perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah bagi 

Umat Islam, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 

Tahun 1974 dan sebagainya. Dikatakan sebagai hukum tidak tertulis sebab 

sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diambil dari 

materi fiqh atau ijtihad para ulama dan kesepakatan para peserta lokakarya. 

Kondisi Kompilasi Hukum Islam yang bukan peraturan perundang-undangan itu 
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yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam disikapi beragam oleh Pengadilan 

Agama (PA) maupun Pengadilan Tinggi Agama (PTA).
166

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu 

adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis 

menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan 

seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di 

bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan 

agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. 

2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Upaya mempositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam ini 

mempunyai beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai. 

a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama. Bustanul Arifin berulangkali 

menyatakan bahwa ada tiga pilar sokoguru Kekuasaan Kehakiman dalam 

melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945 jo 

Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004. Salah satu pilar tidak terpenuhi, 

menyebabkan penyelenggaraan fungsi peradilan tidak benar jalannya. 

1) Pilar pertama, adanya badan peradilan yang terorganisirberdasarkan 

kekuatan undang-undang.Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan 

Pasal 10 UUNo. 4 Tahun 2004, telah diakui secara resmi sebagai salah 

satu pelaksana judicial power dalam Negara Hukum RI. Lebih 

lanjut,kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisasinya 
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telahdiatur dan dijabarkan dalam UU No. 3 Tahun 2006.Dilihat dari segi 

kelembagaan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama dan beberapa peraturanperundang-undangan lain yang 

mendasarinya, seperti Undang-undangNo. 4 Tahun 2004 tentang 

Ketentuan-ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 

1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 

tentangMahkamah Agung, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, 

telahmemperkokoh eksistensi kelembagaan Peradilan Agama. 

Sebagaisalah satu badan peradilan yang bertugas melaksanakan 

kekuasaankehakiman, keberadaan Peradilan Agama diakui dan 

dikehendakioleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (2) 

UndangundangNo. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Denganamandemen UUD 1945 dan adanya Undang-undang No. 3 

Tahun2006 tersebut, maka kedudukan, susunan dan kekuasaan 

PeradilanAgama makin kuat dan menjadi jelas. Dengan 

demikian,Pengadilan Agama, resmi mempunyai kedudukan 

sebagaiPengadilan Negara yang berpuncak kepada MA sebagai 

PengadilanNegara Tertinggi. Peradilan Agama bukan peradilan swasta, 

tetapi berkedudukan sebagai Peradilan Negara bagi golongan 

pendudukyang beragama Islam.
167

 

Organisasi Peradilan Agama juga telah diatur dalam Bab II (Pasal 16 - 

Pasal 48) UU No. 3 Tahun 2006. Bab ini mengatur susunan dan 
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organisasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masa 

kini dan masa mendatang. Diatur pula syarat-syarat yang harus dimiliki 

aparat pelaksana, dan jenjang karirnya. Dengan dilengkapinya susunan 

organisasi menjadikan Peradilan Agama menjadi badan peradilan yang 

sempurna dan mandiri, sebagaimana dimiliki Peradilan Umum dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu pula mengenai kewenangan 

yurisdiksi telah digariskan dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 

2004, yang kemudian secara enumeratif dijabarkan pada Pasal 49 UU 

No. 3 Tahun 2006. Dengan penjelasan di atas, secara konstitusional dan 

teoritis pilar pertama telah terpenuhi. Peradilan Agama sebagai salah 

satu badan lingkungan peradilan yang melaksanakan amanat Kekuasaan 

yang ditentukan Pasal 24 UUD 1945. Secara organisatoris kedudukan 

dan kewenangan telah mantap meskipun masih perlu pembinaan dan 

pengembangan. 

2) Pilar kedua, adanya organ pelaksana. Pilar kedua, adanya organ atau 

pejabat pelaksana yangberfungsi melaksanakan jalan peradilan. Hal ini 

sudah sejak lamadimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai 

dengan pasangsurut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah bangsa 

Indonesia. Di masa lalu barang kali belum sempurna, tingkat kualitas, 

integritas dan profesionalismenya belum memenuhi standar. Namun 

dalam perjalanannya, sesuai dengan tekad Departemen Agama dan 

Mahkamah Agung maka pembinaan dan pengawasan untuk 
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meningkatkan integritas profesionalisme aparat Peradilan Agama terus 

berlangsung. 

Sekalipun di sana sini masih banyak terdapat kekurangan serta 

pendistribusian personil yang masih belum merata sesuai dengan 

kebutuhan volume beban tugas, namun pada setiap Pengadilan Agama 

yang telah ada di seluruh Indonesia, telah ada organ pelaksanaannya. 

Dengan demikian sudah terpenuhi pilar kedua.
168

Dengan amandemen 

terhadap Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 oleh Pasal 13 UU No. 4 Tahun 

2004, maka kekuasaan Departemen Agama untuk melakukan pembinaan 

organisasi, administrasi dan finansial telah berakhir.
169

 

Ketentuan di atas direalisasikan dengan penyerahan aset Peradilan 

Agama oleh Menteri Agama kepada Ketua Mahkamah Agung pada 

tanggal 30 Juni 2004. Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Juli 2004 

pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang menjadi 

wewenang Departemen Agama berakhir. Sejak 1 Juli 2004 seluruh 

persoalan Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung RL 1 Juli 

2004 awal bagi Peradilan Agama satu atap dengan Mahkamah Agung. 

3) Pilar ketiga adalah adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku 

secara unifikasi. Sepanjang mengenai landasan, kedudukan, 

kewenangantelah ada kodifikasi dan aturan hukumnya, dengan lahirnya 

UU No.3 Tahun 2006, sudah mantap kedudukan dan 

                                                           
168

M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi 

Hukum Islam dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Yayasan 

al-Hikmah, 1993/1994), hlm 150-151. 
169Pasal 13 ayat (1) : Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 



98 
 

 
 

kewenangannya.Begitu juga mengenai hukum acaranya sudah positif dan 

unifikatif.Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa hukum 

acarayang diterapkan, disamakan dengan yang berlaku di peradilan 

umum. HIR untuk pulau Jawa dan Madura, RBG untuk luar Jawadan 

Madura, ditambah dengan yang diatur oleh PP No. 9 Tahun1975, plus 

dengan yang diatur sendiri dalam UU No. 3 Tahun 2006 sebagai aturan 

hukum acara khusus yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara cerai 

talak dan gugat cerai.UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP 

No. 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 

Tahun1974 Tentang Perkawinan, sebenarnya merupakan hukum materil 

Peradilan Agama bidang hukum perkawinan. Namun hanya mengandung 

hal-hal pokok saja, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan 

yang terjabar dan diatur khusus bagi umat Islam belum ada. Itsbat nikah 

dan kawin hamil umpamanya, sebagai realitas sosial dan kebutuhan 

hukum masyarakat, belumdiatur. Masalah masa iddah belum rinci, 

kedudukan dan porsimengenai harta bersama belum pasti, dan masih 

banyak hal-hal yang dituntut syari'at Islam, namun belum jelas 

pengaturannya. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik juga memuat hukum materiil Peradilan Agama. 

Namun sebagaimana juga ketentuan mengenai perkawinan, ketentuan 

mengenai perwakafan secara lebih lengkap belum terpenuhi oleh PP ini, 

seperti fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, belum diatur.Padahal 

persoalan ini sangat penting bagi Hakim Peradilan Agama dalam 
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menyelesaikan sengketa wakaf. Apalagi mengenai hibah dan warisan, 

sampai saat ini hukumnya secara positif dan unifikatif belum diatur.
170

 

Kenyataan ini mendorong para Hakim Peradilan Agama untuk merujuk 

doktrin yang ada pada kitab-kitab fiqih dan pendapat para imam mazhab, yang 

mempunyai ciri sarat dengan perbedaan pendapat. Akibatnya putusan dua hakim 

terhadap kasus yang sama bisa berbeda, karena merujuk pendapat fuqaha yang 

berbeda, kendati dirujuk dari kitab fiqih yang sama. Jalan satusatunya untuk 

mengatasi hal ini adalah melengkapinya dengan prasarana hukum positif yang 

bersifat unifikatif. Untuk itu perlu jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi 

persyaratan legalistik yang formil, meski tidak sempurna dalam bentuk undang-

undang, jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi.
171

 

Begitu pula mengenai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama telah 

diatur secara tegas dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang 

menyebutkan: Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan 

Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang ini.  

Persoalan yang masih dihadapi oleh Pengadilan Agama adalah mengenai 

hukum materiil yang dipergunakan untuk memutus perkara yang diajukan 

kepadanya, yang ternyata masih berserakan pada berbagai kitab fiqih. Padahal 

adanya hukum yang baik dan memadai merupakan salah satu syarat terwujudkan 

peradilan yang baik. Sebagai kitab fiqih yang bercirikan adanya perbedaan 

                                                           
170

Ibid. 
171

M. Yahya Harahap, op.cit., hlm. 149-152. 



100 
 

 
 

pendapat, berakibat pada beragamnya putusan Pengadilan Agama terhadap 

persoalan yang sama. Menanggapi kenyataan ini Daud Ali menyatakan, oleh 

karena diffirent judge,different sentence (lain hakim, lain pula pendapat dan 

putusannya), tidak jarang dua kasus yang sama ternyata putusannya jauh berbeda. 

Keadaan ini dengan sendirinya menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada 

gilirannya akan menimbulkan sikap sinis dan ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap Pengadilan Agama.
172

 

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, nilai-nilai tata hukum Islam di 

bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam rumusan dan ketentuannya 

menjadi sama dalam penerapannya oleh hakim di seluruh nusantara. Kompilasi 

Hukum Islam sebagai bagian dari tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan 

diterapkan serta dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Indonesia melalui 

kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama. Posisi dan peran kitab-kitab fiqih 

(kitab kuning) dalam penegakan hukum oleh dunia peradilan lambat laun akan 

ditinggalkan. Peranannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. 

Semua hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan ke dalam 

persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti 

mereka pedomani sama di seluruh Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam 

sebagai satu-satunya 

Kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas. Persamaan persepsi di 

atas diharapkan terwujud dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. 

Namun demikian tidak dimaksudkan sama sekali untuk memasung kebebasan dan 
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kemandirian para Hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Maksud 

pembinaan dan pengembangan persamaan persepsi di dunia peradilan, bukan 

bertujuan memandulkan kreatifitas dan daya nalar. 

Apalagi untuk maksud menutup pintu bagi para Hakim dalam melakukan 

terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual sesuai tuntutan 

perkembangan zaman. Akan tetapi dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, 

tidak dibenarkan lagi adanya putusan Hakim yang disparitas. 

Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para Hakim diharapkan 

bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya 

putusan Hakim yang variabel karena kasuistis. Hal ini masih dimungkinkan 

sepanjang secara proporsional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. 

Bagi pencari keadilan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya 

oleh peraturan perundang-undangan, dapat melakukan pembelaan dan segala 

upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses 

peradilan, tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam. Mereka 

sudah tidak layak lagi menggunakan dalil ikhtilaf. Tidak bisa lagi mengagungkan 

dan memaksakan kehendaknya, agar Hakim mengadili perkaranya berdasarkan 

mazhab tertentu. 

Dalam proses persidangan para pihak tidak layak lagi mempertentangkan 

pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab fiqih tertentu. Begitu pula dengan 

penasihat hukum. Mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik 

tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam 
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proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama 

yaitu Kompilasi Hukum Islam. 

3. Ketentuan Iddah Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam 

Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu iddah bagi janda 

yang putus perkawinan karena khulu', fasakh dan li'an berlaku iddah talak. 

Dari bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi janda yang masih 

kedatangan haid masa iddahnya adalah selama tiga quru'. Dalam pasal tersebut 

yang menimbulkan perbedaan pendapat adalah apakah yang dimaksud dengan 

kata quru‟. 

Bagi seorang janda yang putus perkawinan karena khulu' maka ia harus 

menjalani masa iddah. Masalah yang muncul adalah berapa lama seorang janda 

yang putus perkawinan karena khulu' harus menjalani masa iddah. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) iddah dikenal dengan istilah waktu tunggu, 

ketentuan iddah atau waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara 

umum tercantum dalam pasal 153 yaitu : 

1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu 

atauiddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan 

karenakematian suami. 

2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: 

- Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla aldukhul, 

waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari (seratus tiga puluh) hari. 

- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 

yangmasih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 
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90(Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 

(Sembilan puluh) hari. 

- Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebutdalam 

keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

- Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebutdalam 

keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena 

perceraiansedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al 

dukhul. 

4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu 

tunggudihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang 

mempunyaikekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang 

putuskarena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian 

suami. 

5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 

iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci. 

6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya 

selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid 

kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.
173

 

Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu iddah bagi janda 

yang putus perkawinan karena khulu', fasakh dan li'an berlaku iddah talak. 

Berdasarkan pasal 155 tersebut, ketentuan waktu iddah bagi janda yang putus 
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perkawinannya karena khulu‟ maka merujuk pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu 

bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 

90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan selama 90 

(sembilan puluh) hari.  

Ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b tersebut sebenarnya mengatur tentang 

ketentuan masa iddah bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian atau 

talak, alasan penetapan pasal dan ayat ini untuk dijadikan dasar ketentuan masa 

iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu‟ karena tidak terdapat pasal 

maupun ayat yang secara spesifik membahas tentang ketentuan masa iddah bagi 

janda yang putus perkawinan karena khulu‟, di samping itu alasan yang paling 

mendasar adalah yang paling mendasar adalah dengan memperhatikan bunyi pasal 

155 tentang ketentuan masa iddah bagi janda yang putus perkawinan karena 

khulu‟ diberlakukan ketentuan iddah talak.
174

 

Kedudukan khulu‟ disamakan dengan talak ba‟in sughro, oleh karena itu 

tidak dapat diadakan rujuk, jika ingin melanjutkan hubungan suami istri maka 

harus dilaksanakan akad nikah yang baru meskipun masih dalam masa iddah. 

Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 119 ayat (2) huruf b yang 

memposisikan khulu‟ sebagai salah satu talak ba‟in sughro. Lebih lanjut lagi 

dijelaskan pada pasal 161 KHI ”perceraian dengan jalan khulu‟ mengurangi 

jumlah talak dan tak dapat rujuk”, dengan bunyi pasal 161 tersebut 

mengindikasikan bahwa jika istri telah mengajukan khulu‟ kemudian diadakan 

akad nikah baru, maka setelah diadakan akad nikah baru tersebut suami hanya 
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mempunyai hak talak sebanyak 2 (dua) kali, karena hak talak yang pertama telah 

jatuh atau hilang saat istri mengajukan khulu‟. 

Jika khulu‟ sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka tidak ada upaya 

hukum untuknya, karena khulu‟ merupakan keputusan final dan tidak ada upaya 

banding ataupun kasasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam KHI pasal 148 ayat (4) 

yang berisi tentang ketentuan ata cara-cara mengajukan gugatan cerai dengan 

jalan khulu‟ : setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau 

tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami 

untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap 

penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding ataupun kasasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

yaitu pendekatan dengan jenis deskriftif yaitu
175

suatu proses penelitian dan 

pemahaman yang berdasarkanpada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena 

sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu 

gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, 

dan melakukan studi pada situasi yang alami.
176

 

   Penelitian yang menggunakan perspektif kualitatif  lebih memusatkan diri 

untuk memahami persepsi individu mengenai dunia dan berupaya mencari 

wawasan, alasan peneliti memilih pendekatan kualitatifini dikarenakan data-data 

yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. 

Dalam hal ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik. Dikarenakan 

peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan subjek penelitian sehingga 

dapat langsung wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian. 

Kemudian peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara 

sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu 

Iddah wanita karena khuluk dalam pasal 155 KHI ditinjau menurut Maqashid Al-

Syariah. 
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B. Jenis Penelitian 

Metode  penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Yaitu 

pendekatan dengan jenis deskriptif yaitu
177

suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami.
178

 

Adapun penelitian penulis ini sepenuhnya merupakan riset kepustakaan 

(library reseach), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan 

tertulis seperti manuskrip, buku (kitab), majalah, surat kabar, dan dokumen 

lainnya.
179

 Hal senada ditegaskan Mastuhu, bahwa penelitian pustaka merupakan 

penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya 

yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya.
180

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian kepustakaan metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan 

dan dianalisis.Sumberdata penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang 

substansinya membutuhkan tindakan pengelolahan secara filosofis dan teoritis. 
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Maka metode untuk mengumpulkan data yang dikehendaki dengan cara 

mencari dan menggali Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab penjelasan KHI, 

kitab-kitab fiqih, artikel dan data yang terkait dengan masalah yang penulis tulis. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu : 

1. Kepustakaan atau observasi literatur.Metode ini digunakan untuk meneliti 

literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok 

permasalahan yang dibahas. 

2. Literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya 

dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara 

membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik 

pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian 

secara alamiah.
181

 

D. Sumber Data 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah tinjauan maqasid syariah 

dalam KHI pasal 155  iddah wanita khulu‟ pengganti menggunakan penjelasan 

melalui pendekatan metode maqasid syariah dan menggali hikmah-hikmah dalam 

KHI tersebut. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini secara umum 

ada dua sumberdata, yaitu primer dan sekunder. 
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1. Data Primer 

Kitab-kitab UU Perkawinan (KHI), kitab-kitab Penejelasan hukum perdata di 

Indonesia, dan kitab fiqih. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, artikel-artikel, tesis, 

desertasi dan lainnya yang  berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis. 

E. Teknik Analisa Data 

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik content analysis 

(analisa isi).Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai 

dokumen yang terkait untuk mengindentifikasi penjelasan, maksud KHI pasal 155  

tentang iddah wanita khulu‟. 

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan 

analisis tersebut adalah, semua data terkait dengan KHI pasal 155   tentang iddah 

wanita khulu‟ dari literatur-literatur yang terkait. 

Menggali dari kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan KHI pasal 155  iddah 

wanita khulu‟ dan juga melihat penjabaran metode maqasid dalam masalah ahli 

waris pengganti. 

F. Teknik Penulisan 

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan 

Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2018 dan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Depertemen Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Indonesia 
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berpedoman kepada Surat Keputusan Mentri Agama dan Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 

0543/U11987.
182

 

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a. Deduktif 
183

yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat umum dalam 

penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus. 

b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam 

penelitian ini dianalisa dan kemudian mengambil kesimpulan dan saran. 

c. Deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian 

dianalisa dan ditarik kesimpulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan Iddah wanita karena khulu‟ dalam pasal 155 

KHI ditinjau menurut maqashid al syariah yang pada bab sebelumnya telah 

dibahas maka sebagai jawaban dari permasalahannya dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan masa iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena khulu‟ dalam 

pasal 155 Kompilasi Hukum Islam adalah waktu iddahbagi wanita yang putus 

perkawinan karena khulu', fasakh dan li'an berlakuiddah talak. Dari bunyi 

Pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi wanita yang masih mengalami haid 

adalah selama tiga kali haid. Sedangkan sebagian ulama menyatakan bahwa 

iddah wanita yang bercerai dengansuaminya dengan cara khulu' adalah satu 

kali haid. 

2. Alasan Kompilasi Hukum Islam menyamakan „iddah khuluk dengan „iddah 

talak adalah karena dalam hadis dari Ibnu Abbas riwayat al Nasa‟i yang 

didalamnya Nabi saw memerintahkan kepadaTsabitbinQaisdenganistilah ٚطٍمٙخ

 secarajelas,dengan demikian khuluk adalah satu kali talak sehingga طط١ٍمٗ

mengurangi bilangan talak, demikian juga dengan waktu„iddah-nya sama 

dengan „iddah talak. 
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B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas maka di uraikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada pemerintah agar mengadakan perubahan terhadap Kompilasi Hukum 

Islam, bagi pembentukundang-undang yang hendak merevisi Kompilasi 

Hukum Islam, maka adabaiknya dalam penjelasan umum diberi keterangan 

tentang pengertian iddahtalak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang 

berbeda. 

2. Dalam pembahasan maqashid syari‟ah, hanya dibahas secara sekilas termasuk 

bagian urgensinya di depan hukum. Oleh karena itu, studi lanjutan diperlukan 

untuk menggali lebih dalam dalam persoalan maqashidsyari‟ah. 
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